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PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT
(STUDI PADA BNI SENTRA KREDIT KECIL PADANG)

(Imelda Hardi, 08 10112 072, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 60
Halaman, 2012)

ABSTRAK
Penjaminan kredit merupakan kegiatan pemberian jaminan kredit kepada usaha
mikro, kecil, menengah dan koperasi yang tidak memiliki agunan atau agunannya
tidak mencukupi agar dapat memperoleh kredit perbankan. Salah satu kredit atau
pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang didukung
oleh fasilitas penjaminan adalah Kredit Usaha Rakyat. Kredit Usaha Rakyat
merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dana
sepenuhnya berasal dari bank. Pola penjaminan dalam bentuk Kredit Usaha
Rakyat ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.05/2008
tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. Terkait dengan kelayakan
pihak bank dalam mengucurkan kredit, diperlukan lembaga penjamin kredit dalam
pelaksanaan penjaminan kredit tersebut agar tidak terjadinya wanprestasi yang
sangat berpotensi menimbulkan kerugian pada pihak perbankan. Berdasarkan hal
diatas penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul :
PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (STUDI
PADA BNI SENTRA KREDIT KECIL PADANG). Berdasarkan judul diatas
penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan
penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh BNI Sentra Kredit Kecil Padang, untuk
mengetahui mekanisme penjaminan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat, serta
untuk mengetahui penyelesaian kredit macet pada penyaluran Kredit Usaha
Rakyat, apabila debitur wanprestasi. Dalam melakukan penelitian, penulis
mengunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu metode pendekatan terhadap
masalah yang ada dengan jalan memahami atau mempelajari hukum positif dari
suatu objek penelitian dan bagaimana kenyataan atau prakteknya di suatu institusi
atau lembaga. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa ada beberapa pola penyaluran
kredit oleh BNI Sentra Kredit Kecil Padang yaitu langsung ke Usaha Mikro,
Kecil, Menengah dan Koperasi, atau tidak langsung ke Usaha Mikro, Kecil,
Menengah dan Koperasi. Sedangkan mekanisme penjaminan dimulai dari terjamin
mengajukan permohonan penjaminan atas Kredit Usaha Rakyat kemudian pihak
penjamin akan mengeluarkan sertifikat penjaminan sebagai bukti persetujuan
penjaminan, yang mana hal ini dilaksanakan oleh PT ASKRINDO dan
JAMKRINDO. Dalam hal penyelesaian apabila debitur wanprestasi maka
perusahaan penjamin akan membayar klaim atas kredit macet tersebut yang
kemudian dikenal adanya piutang subrogasi, yaitu kewajiban debitur untuk
melunasi hutangnya kepada perusahaan penjaminan atas kerugian yang telah
dibayarkan perusahaan penjamin kepada debitur akibat wanprestasi debitur. Dari
fakta yang terjadi dilapangan tadi, penulis memberikan saran bahwa pihak bank
harus memperketat analisis kredit sebagai bentuk usaha preventif menghindari
adanya kredit macet. Kemudian pemerintah harus memberikan koridor yang jelas
mengenai pelaksanaan penjaminan oleh PT ASKRINDO dan JAMKRINDO.
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BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, salah satu kegiatan
perbankan yaitu kegiatan penyaluran dana oleh bank, antara lain berupa
pemberian kredit dalam berbagai bentuk dan dengan berbagai konsekuensinya
seperti kredit macet, pemasangan agunan dan lain sebagainya, penanaman modal
ke dalam surat-surat berharga, penyertaan equity ke dalam perusahaan-perusahaan
tertentu, penanaman modal ke dalam real estate dalam hal-hal tertentu.’

Untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dari resiko kerugian,
maka pihak perbankan membuat pagar pengamanan. Dalam kondisi sebaik apa
pun atau dengan analisis sebaik mungkin, resiko kredit macet tidak dapat
dihindari. Pagar pengamanan yang dibuat biasanya berupa jaminan yang harus
disediakan debitur. Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari resiko
kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lebih dari itu
jaminan yang diserahkan oleh nasabah merupakan beban sehingga debitur akan
sungguh-sungguh untuk mengembalikan kredit yang diambilnya.”

Jaminan dalam pemberian kredit tersebut pada hakikatnya berfungsi untuk
menjamin kepastian akan pelunasan utang debitur bila debitur cidera janji atau
dinyatakan pailit. Dengan adanya jaminan pemberian kredit tersebut, maka akan
memberikan jaminan perlindungan, baik bagi keamanan dan kepastian hukum

kreditor bahwa kreditnya akan tetap kembali walaupun nasabah debiturnya

! Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999, hal : 9
2 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, PT Raja Grafindo Raja Persada, Jakarta, 2003, hal : 113



wanprestasi, yakni dengan cara mengeksekusi objek jaminan kredit bank yang
bersangkutan.

Bank sudah tentu berkeinginan agar kredit yang diberikannya tidak menjadi
kredit yang bermasalah dikemudian hari. Oleh karena itu, sebelum memberikan
kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak (character),
kemampuan (capacity), modal (capital), agunan (collateral) dan prospek usaha
dari nasabah debitur (condition of economy), yang lazim disebut dengan the five C
of credit analysis atau prinsip 5C’s. Keyakinan dimaksud didapat setelah
dilakukan analisis yang mendalam terhadap apa yang disebutkan dengan prinsip
5C’s, yang dapat memberikan informasi mengenai itikad baik dan kemampuan

membayar debitur untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya.

Disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perbankan, bahwa ;

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari’ah, Bank
Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas
itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi
utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang di
perjanjikan.

Sementara itu dalam Penjelasan atas Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perbankan, antara lain dinyatakan :

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila
berdasarkan unsur-unsur lain telah diperoleh keyakinan, aguanan dapat hanya
berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang
bersangkutan.



Apabila pemberian kredit oleh bank tanpa disertai agunan khusus, maka bila
debitur wanprestasi, maka bank yang bersangkutan masih bisa berharap bahwa
pelunasan utangnya tersebut dapat diambil dari jaminan umum sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang

mana dinyatakan :

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak,
baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi
tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Artinya, secara yuridis pemberian kredit bank tanpa agunan tidaklah mungkin

terjadi. Kalaupun dalam pemberian kredit bank tanpa disertai agunan khusus,
bukan berarti pemberian kredit bank tersebut tanpa agunan sama sekali.”

Sementara disisi lain, pertumbuhan jumlah unit Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) di Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa.. Namun dari
jumlah tersebut tidak banyak yang telah memperoleh kredit dari perbankan,
sehingga masih ada beberapa persentase dari jumlah unit usaha yang sama sekali
belum tersentuh kredit perbankan. Hal ini disebabkan masih adanya persyaratan
dalam pemberian kredit perbankan yang masih belum dapat dipenuhi oleh unit
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), antara lain adalah jaminan dalam
pemberian kredit tersebut. Apabila tidak ada upaya khusus dari pemerintah,
dikhawatirkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih akan menghadapi
kesulitan untuk mendapatkan kredit dari perbankan.

Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), kredit dirasa cukup penting

mengingat kebutuhan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi diperlukan

3 Rachmadi Usman, Djoni S. Gazali, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal : 286



guna menjalankan usaha dan meningkatkan akumulasi pemupukan modal mereka.
Permasalahan timbul ketika pengusaha mikro kecil tersebut dihadapkan kepada
kelengkapan persyaratan bank guna memperoleh pinjaman. Meskipun usaha
mereka feasible namun sebagian besar pengusaha mengalami kesulitan dalam
penyediaan aset dalam jumlah yang cukup untuk memenui persyaratan jaminan
kredit bank. Padahal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi unit usaha
yang banyak berkembang di masyarakat. Hal ini membuat Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) kesulitan terjangkau oleh program kredit perbankan
walaupun mempunyai prospek usaha yang cukup bagus.

Mempertimbangkan kondisi tersebut, akhimya Pemerintah Republik
Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan
Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM), yang diikuti dengan adanya Nota Kesepahaman Bersama
antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditanda
tangani pada tanggal 9 oktober 2007 dengan ditandai peluncuran Penjaminan
Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).*

Akhirnya, pada tanggal 5 November 2007, kredit bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) dengan pola penjaminan yang disebut dengan nama Kredit
Usaha Rakyat (KUR) diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo
Bambang Yudhoyono, artinya pemerintah memberikan agunan dalam pinjaman
kredit yang diajukan oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi dibebankan

oleh jaminan kredit tersebut. Kebijakan penjaminan kredit ini diharapkan akan

4 Djoko Retnadi, Economic Review, No.212, Juni 2008




dapat memberikan kemudahan akses yang lebih besar bagi para pelaku usaha yang
telah mempunyai prospek usaha yang bagus namun belum tersentuh kredit
perbankan.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada latar belakang
masalah diatas menimbulkan minat dan keinginan penulis untuk membahas dan
menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Pelaksanaan
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Studi pada BNI Sentra Kredit Kecil

Padang)”

B. Perumusan Masalah
Agar lebih terarah dan ruang lingkup penulisan tidak terlalu luas maka penulis
perlu membuat batasan-batasan terhadap topik yang akan dibahas. Hal ini adalah
dengan pertimbangan-pertimbangan dan mengingat kemampuan penulis sendiri.
Berdasarkan alasan di atas, penulis mencoba mengangkat beberapa
permasalahan yang menjadi pembahasan rancangan dalam penelitian ini, antara
lain dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh BNI Sentra
Kredit Kecil Padang?
2. Bagaimana mekanisme penjaminan dalam penyaluran Kredit Usaha
Rakyat oleh BNI Sentra Kredit Kecil Padang?
3 Bagaimana penyelesaian kredit macet pada penyaluran Kredit Usaha
Rakyat, apabila debitur wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian



Setiap penelitian dan penulisan ilmiah, mempunyai tujuan yang diinginkan
dari dilakukannya penelitian tersebut, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini
adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh BNI
Sentra Kredit Kecil Padang.

4 Untuk mengetahui mekanisme penjaminan dalam penyaluran Kredit Usaha
Rakyat oleh BNI Sentra Kredit Kecil Padang.

3. Untuk mengetahui penyelesaian kredit macet pada penyaluran Kredit
Usaha Rakyat, apabila debitur wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bukan hanya bagi peneliti secara pribadi,
namun juga diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan data
maupun pengetahuan yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini sendiri adalah
sebagai berikut:

Ls Secara teoritis :
a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis
dan mahasiswa hukum khususnya mengenai Pelaksanaan
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh BNI Sentra Kredit
Kecil Padang.
b. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

perkembangan hukum perdata, hasil penelitian bisa menambah



literatur dalam memperluas pengetahuan hukum bisnis pada
masyarakat.

c. Penulisan ini sebagai pedoman awal bagi penelitian yang ingin
mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Secara praktis :

a. Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di Perguruaan Tinggi untuk
kemajuan masyarakat dalam bidang hukum;

b. Melatih kemampuan keterampilan dalam penulisan karya ilmiah;

c: Penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dan
pedoman bagi pihak-pihak yang nantinya berhubungan dengan
persoalan-persoalan perkreditan yang diberikan oleh bank.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan penulisan yang akan
dilakukan, maka penulis melaksanakan penelitian guna mendapatkan data yang
konkret untuk dijadikan sebagai bahan penulisan dan jawaban objektif dengan

langkah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Masalah dan Sifat Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini metode pendekatan yang penulis gunakan
adalah yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian yang
menekankan pada aspek hukum (Peraturan Perundang-undangan) yang

dilaksanakan pada suatu institusi berkenaan dengan pokok dari masalah.



b. Sifat Penelitian

Dengan sifat penelitian yang deskriptif yaitu peneliti mencoba memberikan
gambaran dan tinjauan dalam pembahasan Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha

Rakyat (KUR).

8 Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Library Research

Library research atau penelitian kepustakaan, yakni penelitian
yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, terkait dengan
pokok pembahasan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada
perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan

Pusat Universitas Andalas serta literatur koleksi pribadi penulis.

2) Field Research

Field research atau penelitian lapangan merupakan sumber data
yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan.
Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian lapangan

dilakukan pada BNI Sentra Kredit Kecil Padang, serta sampel lainnya.

b.  Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :



1) Data Primer

Data primer yang dimaksud didapat langsung dari lapangan (field

research) di lingkungan terkait yaitu BNI Sentra Kredit Kecil Padang.

2) Data Sekunder

Diperoleh dari literatur, yang didapat dari kepustakaan yang
terdiri dari berbagai buku-buku atau referensi-referensi dan studi
dokumen-dokumen melalui penelusuran pustaka (/ibrary research)
yang dapat mendukung penulisan ini dan hasil-hasil penelitian

berbentuk laporan yaitu meliputi :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan dan atau data yang diperoleh
melalui penulisan perpustakaan yang merupakan bahan hukum
yang mengikat berkaitan dengan materi penulisan. Dalam hal ini

antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan,

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah,

3. Inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan

Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan



4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

5. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya
dengan topik yang penulis angkat dan bahan yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain :

1. Berbagai literatur yang relevan

2. Hasil — hasil penulisan

3. Teori — teori dan pendapat ahli hukum

4. Berbagai media yang dapat dijadikan data dan memberikan
referensi terhadap penulisan ini seperti : internet, perpustakaan,

dan lain-lain.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang membantu
memberikan informasi atau penjelasan yang digunakan dalam
tulisan penulis nantinya, seperti kamus hukum, yang digunakan

untuk menjelaskan istilah-istilah yang ada.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Penulis memperoleh data dengan mempelajari dokumen dari buku-buku,
peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan

masalah yang diteliti.
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b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab
secara lisan dengan responden. Pada pelaksanaan wawancara ini penulis
menggunakan wawancara semi terstruktur, dimana setiap pertanyaan akan
disiapkan oleh pewawancara dan nantinya dapat timbul pertanyaan baru setelah
responden memberikan jawabannya. Wawancara tersebut dilakukan pada

responden dari pihak BNI Sentra Kredit Kecil Padang.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Merupakan suatu proses dimana setelah memperoleh data, kemudian
ditentukan materi-materi apa saja yang diperlukan sebagai bagian penulisan.

Melalui proses :

1) Pengeditan seluruh data yang telah terkumpul dan disaring menjadi
suatu kumpulan data yang benar — benar dapat dijadikan suatu acuan
akurat dalam penarikan kesimpulan nantinya.

2) Pengklasifikasikan data menutur kriteria yang ditetapkan dengan tujuan

untuk memudahkan analisa data yang dilakukan.

b. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder

dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan tidak
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menggunakan rumus statistik, dan data tidak berupa angka — angka, tetapi
menggunakan kalimat — kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan
perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang
memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga
memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif, dengan menguraikan data yang
terkumpul melalui teknik pengumpulan data yang digunakan. Kemudian
dideskripsikan ke dalam bab — bab sehingga menjadi karya ilmiah atau skripi yang

baik.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami materi yang dibahas dalam skripsi ini, maka penulis
menyusunnya dalam bentuk yang sistematis. Dengan mengelompokkannya ke

dalam 4 (empat) bab. Bab — bab yang dimaksud terdiri atas :

BAB1 :PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BABII : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini materi yang dibahas merupakan tinjauan kepustakaan yang

mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti, secara umum mengenai :
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(1.) Tinjauan umum tentang Bank sebagai Lembaga Penyalur Kredit, meliputi :
pengertian Bank, pengaturan Bank, asas, fungsi dan tujuan Bank, jenis-jenis
usaha Bank.

(2.) Tinjavan umum tentang kredit, meliputi : pengertian kredit dan
pengaturannya, pengertian perjanjian kredit dan pengaturannya, fungsi dan
tujuan kredit, jenis-jenis kredit, kredit macet, jaminan kredit.

(3.) Tinjauan umum tentang Kredit Usaha Rakyat, meliputi : pengertian Kredit
Usaha Rakyat, pengaturan Kredit Usaha Rakyat, tujuan kebijakan Kredit

Usaha Rakyat, penggolongan Kredit Usaha Rakyat.

BAB I11 : HASIL PENELITIAN

Menguraikan lebih lanjut tentang apa yang diperoleh dalam kegiatan penelitian,
untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh
BNI Sentra Kredit Kecil Padang, untuk mengetahui mekanisme penjaminan
dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat, untuk mengetahui penyelesaian kredit

macet pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat, apabila debitur wanprestasi.

BAB 1V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai objek yang diteliti

berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan dan dari data lainnya.
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BABII
Tinjauan Pustaka
A. Tinjauan umum tentang Bank sebagai Lembaga Penyalur Kredit
1. Pengertian dan Pengaturan Bank
a. Pengertian Bank

Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang mempunyai
peranan penting disektor ekonomi dan pembangunan, karena bank bertindak
sebagai penyalur dana kepada masyarakat. Atau dapat diartikan sebagai perantara
keuangan (financial intermediary) antara kreditur dan debitur. Hal ini
menggambarkan fungsi bank secara pokok sebagai pengumpul dan penyalur dana.

Apabila dilihat dari sejarah terminologi bank, kata bank berasal dari bahasa
Italy “banca” yaitu suatu bangku tempat duduk. Sedangkan dalam
perkembangannya dewasa ini, maka istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis
pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yan cukup beraneka
ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang,
mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat
penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.s

Dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

dirumuskan pengertian :

5 Fuady, Munir, Hukum Perbankan Modern, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999, hal : 13
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Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bank adalah usaha dibidang
keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dimasyarakat, terutama
memberikan kredit dan jasa dilalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
b. Pengaturan Bank

Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut dengan hukum perbankan
(Banking Law). Yakni merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk
peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber
hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek
kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank,
perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para
pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh
dilakukan oleh bank, eksisitensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan
dunia perbankan tersebut.®

Adapun yang merupakan ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan
antara lain : asas-asas perbankan, para pelaku perbankan, kaidah-kaidah
perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur perlindungan kepentingan
umum dari tindakan perbankan, struktur organisasi dalam perbankan, pengamanan
tujuan yang ingin dicapai perbankan.’

Ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

perbankan antara lain :

S Ibid, hal: 14
7 Ibid
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a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,

b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

¢. Undang-undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

d. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

e. Kitab Undang-undang Hukum Dagang

f Undang-undang No.24 Tahun 1999 tentang Lalu lintas Devisa dan Sistem
Nilai Tukar

g. Dan peraturan lainnya yang berhubungan erat dengan perbankan.

2. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

Pada pasal 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 dinyatakan bahwa Perbankan
Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan
menggunakan prinsip kehati-hatian.

Perbankan yang didasarkan kepada demokrsi ekonomi, mempunyai arti bahwa
masyarakat harus berperan aktif dalam kegiatan perbankan, sedangkan pemerintah
bertindak memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan dunia
perbankan sekaligus menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangannya.

Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan pasal 3 Undang-
undang Perbankan yang menyatakan bahwa, fungsi utama perbankan Indonesia

adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.

Dari ketentuan ini terlihat fungsi bank sebagai perantara pihak yang memiliki
kelebihan dana dengan pihak yang mengalami kekurangan dan membutuhkan

dana.
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Tujuan perbankan dapat dilihat pada pasal 4 undang-undang perbankan, yaitu :

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional
dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan eonomi, dan stabilitas
nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.®

3. Jenis-Jenis Bank dan Usaha Bank

a. Jenis-jenis Bank

Di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan kedua atas

Undang-undang 7 Tahun 1992 dan sebelumnya Undang-undang 14 Tahun 1967,

terdapat perbedaan jenis perbedaan. Untuk jelasnya jenis perbankan dapat ditinjau

dari berbagai segi, antara lain :°

1) Dilihat dari segi Fungsinya
Dalam Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, jenis
perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

a)
b)
¢)
d)
e)
1y

g)
h)

Bank umum,

Bank pembangunan,
Bank tabungan,

Bank pasar,

Bank desa,

Lumbung desa,

Bank pegawai,

Dan bank jenis lainnya.

Kemudian menurut pasal 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang

ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun
1998, jenis bank terdiri dari :

a) Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, Bank
Pembangunan dan Bank Tabungan menjadi Bank Umum,

b) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan

usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran. Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, dan Bank
Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat.

2) Dilihat dari segi Kepemilikannya

¥ Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada Media Group, 2005,
Jakarta, hal : 8

? Ibid
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Maksudnya jenis bank ini dilihat dari segi kepemilikannya adalah siapa
saja yang memiliki bank tersebut, kepemilikannya dapat dilihat dari akta
pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan,
yaitu :

a) Bank milik pemerintah, dimana baik akta pendirian maupun
modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan
bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Misalnya : Bank Negara
Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan
Negara (BTN), Bank Mandiri. Sedangkan bank milik pemerintah
daerah (BPD) terdapat didaerah tingkat I dan II masing-masing
provinsi.

b) Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau
sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta
pendiriannya pun didirikan oleh swasta dan termasuk pula bank-
bank yang dimiliki oleh badan usaha yang berbentuk koperasi,
begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula,
contohnya : Bank Bumi Putera, Bank Bukopin, Bank Danamon, dsb.

c¢) Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada diluar
negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu
negara, contohnya : City Bank, Bangkok Bank, dan American
Express Bank, dsb.

d) Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya
dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dimana
kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara
indonesia, contohnya : Ing Bank, Bank Finconesia, Bank Merincorp,
dsb.

3) Dilihat dari segi Status
Dalam praktiknya, jenis bank dilihat dari status yang dibagi kedalam dua
macam, yaitu :

a) Bank Devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi
keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara
keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, travellers cheque,
pembukaan dan pembayaran letter of credit (LC), dan transaksi luar
negeri lainnya.

b) Bank Non Devisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin
untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak
dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

4) Dilihat dari Cara Menetukan Harga
Ditinjau dari segi menentukan harga dapat pula diartikan sebagai cara
penentuan keuntungan yang akan diperolehnya, yaitu :

a) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional
Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan
seperti giro, tabungan maupun deposito. Dan untuk jasa-jasa lainnya
pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan
berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu seperti
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biaya administrasi, biaya provisi, sewa iuran dan biaya-biaya
lainnya.
b) Bank yang berdasarkan prinsip syariah
Penetuan harga bank yang berdasarkan prinsip syariah terhadap
produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip
konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan
perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain
dalam hal untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau
kegiatan perbankan lainnya penentuan harga atau mencari
keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan cara
. pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, penyertaan modal,
prinsip jual-beli dengan memperoleh keuntungan, pembiayaan
barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan, atau dengan
adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yamg
disewakan dari pihak bank oleh pihak lain.
b. Usaha Bank

Menurut ketentuan pasal 6 Undang-undang No. 10 tahun 1998 perubahan atas
Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kegiatan usaha yang dapat
dilakukan oleh Bank Umum adalah sebagai berikut :

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro,
deposito berjanga, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya
yang dipersamakan dengan itu,

2) Memberikan kredit,

3) Menerbitkan surat pengakuan utang,

4) Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun kepentingan
dan atas perintah nasabahnya :

a) Surat-surat wesel atau yang diakseptasi oleh bank yang masa
berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan
surat-surat dimaksud.

b) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa
berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan
surat-surat dimaksud,

c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah,

d) Sertifikat Bank Indonesia,

€) Obligasi,

f) Surat dagangan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun,

2) Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai
dengan 1 (satu) tahun.

5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan
nasabah
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6)

7

8)

10)

11)
12)

13)

14)

Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana
kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana, telekomunikasi
maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya,

Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan
perhitungan dengan atau antar pihak ketiga,

Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga,
Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan
suatu kontrak,

Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam
bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek,

Dihapus,

Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali
amanat,

Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan berdasarkan
prinsip syari’ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkam oleh Bank
Indonesia,

Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Selain kegiatan usaha yang dimaksudkan diatas, menurut Pasal 7 Undang-

undang Perbankan ditentukan bahwa Bank umum dapat pula melakukan kegiatan

usaha sebagai berikut :

1)
2)

3)

4)

Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan memenuhi
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,

Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain
dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan
efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan,
dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,
Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat
kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah,
dengan syarat harsu menarik kembali penyertaan, dengan memenuhi
ketentuan yang ditetapkan olh Bank Indonesia,

Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengururs dana pensiun sesuai
dengan ketentuan dalam peratuaran perundang-undangan dana pensiun
yang berlaku.

B. Tinjauan Umum tentang Kredit

1. Pengertian Kredit dan Pengaturannya

Dalam bahasa sehari-hari, kata kredit sering diartikan memperoleh barang

dengan membayar cicilan atau angsuran di kemudian hari atau memperoleh
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pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan
atau angsuran sesuai dengan perjanjian.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kredit adalah pinjaman
uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai
batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.

Menurut Molenaar (dalam buku “krediet” Tjeenk Willink Zwole, h.5, 1978)
mengemukakan kredit adalah meminjamkan benda pada peminjam dengan
kepercayaan, bahwa benda tersebut akan dikembalikan dikemudian hari kepada

pihak yang meminjamkan.m Berdasarkan definisi tersebut ia mengembangkan

jenis kredit sebagai berikut A

a. Kredit berupa uang, yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk
uang,

b. Kredit berupa uang, yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk
barang,

c. Kredit dalam bentuk barang, yang dikemudian hari dikembalikan dalam
bentuk barang,

d. Kredit dalam bentuk barang, yang dikemudian hari dikembalikan dalam
bentuk uang.

Sedangkan pengertian menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 pada pasal
1 angka 12, kredit adalah:
Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Dalam transaksi kredit ditemukan unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut :'*

1 Mariam Darus.B, Aneka Hukum Bisnis, PT Alumni, Bandung, 2005, Hal:137-138

"' Ibid, hal: 138

12 Rivai, Veithzal, dkk, Credit Management Handbook, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta,
2005, Hal : 5
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a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditor) dan penerima kredit
(nasabah).

b. Adanya kepercayaan, yaitu pemberi kredit kepada penerima kredit yang
didasarkan atas credit rating penerima kredit,

c. Adanya persetujuan yaitu berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak
lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi
kredit. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad
kredit) atau berupa instrument (credit instrument)

d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi kredit kepada
penerima kredit,

e. Adanya unsur waktu (time element), yaitu merupakan unsur essensial dari
kredit. Kredit dapat ada karena ada unsur waktu, baik dilihat dari pemberi
kredit maupun dari penerima kredit. Misalnya penabung memberikan
kredit sekarang untuk konsumsi lebih besar dimasa yang akan datang.
Produsen memerlukan kredit karena adanya jangka waktu antara produksi
dan konsumsi,

A Adanya unsur risiko (degree of risk) baik dipihak pemberi kredit maupun
pihak penerima kredit. Risiko dipihak pemberi kredit adalah risiko gagal
bayar (risk of defaulf), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial)
atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena
ketidaksediaan membayar. Risiko dari pihak nasabah adalah kecurangan
dari pihak kreditor, antara lain berupa pemberi kredit untuk mencaplok
perusahaan yang diberi kredit atau tanah yang dijaminkan,

g Adanya unsur bunga sebagai kompensasi (prestasi) kepada pemberi kredit.
Bagi pemberi kredit, bunga tersebut terdiri dari berbagai komponen seperti
biaya modal (cost of capital), biaya umum (overhead cost), risk premium,
dan sebagainya. Jika credit rating penerima kredit tinggi, risk premium
dapat dikurangi dengan safety discount.

2. Pengertian Perjanjian Kredit dan Pengaturannya

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang mana satu pihak atau lebih
dengan satu atau lebih pihak lainnya saling mengikatkan diri atas suatu prestasi.”
Sedangkan menurut Sutarno, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang

atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan

13 4S,Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal : 160
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yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati
apa yang tersebut dalam persetujuan itu."

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai
perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assesor (tambahannya). Ada
dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil
adalah bahwa terjadinya perjanjian ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank
kepada nasabah debitor."’

Perjanjian kredit pada umumnya merupakan perjanjian baku atau standard
contract yang telah disediakan oleh pihak Bank melalui divisi hukumnya untuk
menyusun ketentuan yang akan dimuat dalam perjanjian kredit. Dalam perjanjian
kredit biasanya tidak dapat melakukan tawar menawar, dan hanya dapat menerima
atau menolak perjanjian kredit tersebut.'®

Menurut CH. Gatot Wardoyo perjanjian kredit mempunyai fungsi sebagai
berikut :'/

a. Sebagai perjanjian pokok

b. Sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara
kreditur dan debitur

e Alat untuk melakukan monitoring kredit.

Dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam mengganti, dalam pasal 1745
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

Suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan kepada pihak
kedua sejumlah barang-barang yang dapat habis terpakai dengan syarat pihak

4 Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2003, hal : 74
IHermansyah,Hukum Perbankan Nasional Indonesia kencana Prenada Media
Grub,Jakarta,2005,hal : 71
16 Dhaniswara K.harjono, Aspek Hukm Dalam Bisnis, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis
Indonesia, Jakarta, 2009, hal: 79
17 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
2003, hal:388
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kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam
jumlah dan keadaan yang sama pula.

Selain itu dasar hukum perjanjian kredit dapat juga dijumpai dalam :'®
1) Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/IN/10/66 tentang Pedoman
Kebijakan di Bidang Perkreditan tanggal 3 oktober 1966 juncto Surat
Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 Nomor 2/539/UPK/Pemb tanggal 8
Oktober 1966, Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 Nomor
2/649/UPK/Pemb tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium
Kabinet Nomor 10/EK/2/1967 tanggal 6 februari.
2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995.
3. Fungsi dan Tujuan Kredit
Kredit mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Secara garis besar,
fungsi kredit di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat
dikemukakan sebagai berikut :'°
Kredit dapat meningkatkan utility (daya guna) dari modal/uang
Kredit dapat meningkatkan utility suatu barang
Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat
Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi

Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional
Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional

S By S e OB D e

Pada awal perkembangannya kredit mengarahkan fungsinya unruk
merangsang kedua belah pihak (pihak kreditur dan debitur) agar saling tolong

menolong dalam mencapai tujuan kebutuhannya, baik dalam bidang usaha atau

'8 Rachmadi Usman, Djoni S. Gazali, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal :
320

% Rivai, Veithzal, dkk, Credit Management Handbook, PT Raja Grafindo Persada,  Jakarta,
2005, hal :7
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kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapat kredit harus dapat menunjukan
prestasi yang lebih tinggi, berupa kemajuan-kemajuan pada usahanya atau
mendapat pemenuhan atas kebutuhannya. Yaitu® :

1) Profitability, yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa
keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh nasabah.

2) Safety, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan yang diberikan
harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar
tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Dalam praktiknya pemberian kredit bertujuan sebagai berikut :*'

L Mencari keuntungan
Keuntungan oleh bank didapatkan melalui bunga pinjaman yang
dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah
Yang mana dengan kredit yang diberikan oleh bank maka debitur dapat
mengembangkan usahanya.

3. Membantu pemerintah
Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan maka semakin
baik, yang artinya ada kucuran dana dalam rangka peningkatan
pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

4. Jenis-jenis Kredit
Secara umum, jenis-jenis kredit dapat dilihat sebagai berikut:**

a) Dilihat dari segi kegunaan, berupa :

1. Kredit investasi
Yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau
membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk
suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini
adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

2. Kredit modal kerja
Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan
produksi dalam operasionalnya. Contoh : kredit modal kerja diberikan
untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya
lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit
yang dicarikan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

? Ibid, hal : 8

2! Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, PT Raja Grafindo Raja Persada, Jakarta, 2003, hal : 105-
106

2 Ibid, hal : 109-112
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b)

d)

Dilihat dari segi tujuan kredit, berupa :

1.

Kredit produktif
Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau
investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

2. Kredit konsumtif
Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai
secara pribadi.

3. Kredit perdagangan
Merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan
biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya
diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

Dilihat dari segi jangka waktu, berupa :

1. Kredit jangka pendek
Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari
satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk
keperluan modal kerja.

2. Kredit jangka menengah
Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga
tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja.

3. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu
diatas tiga atau lima tahun.

Dilihat dari segi jaminan, berupa :

1.

Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu.
Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak
berwujud.

Kredit tanpa jaminan

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.
Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter,
serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang
bersangkutan.

Dilihat dari segi sektor usaha, berupa :

1.

Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau
pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian ini dapat berupa jangka
pendek atau jangka panjang,

Kredit perkebunan

Dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang realtif pendek
misalnya petemakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti
kambing atau sapi,

Kredit industri

Kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil,
menengah, atau besar,

4. Kredit pertambangan

26



1.

Yaitu jenis kredit utuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya
dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, atau tambang
timah,

Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan
prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para
mahasiswa yang sedang belajar,

Kredit profesi

Diberikan kepada kalangan profesional seperti dosen, dokter, dan
pengacara,

Kredit perumahan

Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

5. Jaminan Kredit

Kredit dapat diberikan dengan atau tanpa jaminan, namun kredit tanpa

jaminan sangat membahayakan posisi bank, karena jika nasabah mengalami suatu

kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang

disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap

kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.

Bentuk-bentuk jaminan kredit : **

a. Jaminan benda berwujud
Yaitu jaminan dengan barang-barang seperti :
1) tanah
2) bangunan
3) kendaraan bermotor
4) mesin-mesin / peralatan
5) barang dagangan
6) tanaman/kebun/sawah
7) dan lainnya
b. Jaminan benda tidak berwujud
Yaitu benda-benda yang dapat jaminan seperti :
1) Sertifikat saham
2) Sertifikat obligasi
3) Sertifikat tanah
4) Sertifikat deposito
5) Rekening tabungan yang dibekukan
6) Rekening giro yang dibekukan
T) Promes

B Ibid, hal : 113-114
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8) Wesel

9) Dan surat tagihan lainnya
¢. Jaminan orang

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan
untuk menanggung segala resiko apabila kredit tersebut macet. Dengan kata lain
orang yang menjaminkan itulah yang akan menggantikan kredit yang tidak
mampu di bayar oleh nasabah tersebut.
6. Kredit Macet

Istilah kredit macet berasal dari dua suku kata yaitu kredit dan macet.
Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit berarti pinjaman uang dengan
pembayaran pengembalian secara berangsur, sedangkan macet berarti berhenti,
tidak lancar atau berjalan sebagaimana mestinya. Jadi kredit macet jika dari segi
bahasa adalah pembayaran atau pengembalian uang yang tidak sebagaimana
mestinya.

Berdasarkan penilaian, maka kualitas kredit ditetapkan menjadi 5 yaitu A

a. Kredit lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :
1. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat,
2. Memiliki mutasi rekening yang aktif, atau
3. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
b. Kredit dalam perhatian khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria :
1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum
melampaui 90 hari,
Kadang-kadang terjadi cerukan,
Mutasi rekening relatif rendah,
Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan,
. Didukung oleh pinjaman baru.
C. Kredit kurang lancar, yaitu apabila memenubhi kriteria :
1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah
melampaui 90 hari,
Sering terjadi cerukan,
Frekuensi rekening relatif rendah,
. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari,
Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitor,
. Dokumentasi pinjaman yang lemah.
d. Kredit yang diragukan, yaitu apabila memenubhi kriteria :

RS

O

2 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2005, hal: 66
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1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah
melapaui 180 hari,
Sering terjadi cerukan yang bersifat permanen,
Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari,
Terjadi kapitalisasi bunga,
Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun
peningkatan jaminan.
B Kredit macet, yaitu apabila memenubhi kriteria :
1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah
melampaui 270 hari
2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
3. Dari segi hukum maupun kondisi pasar jaminan tidak dapat dicairkan
pada nilai wajar.

Dengan demikian dapat dikatakan kredit macet adalah suatu keadaan dimana

o ol o

seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya.
Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar
janji.

Kredit macet terkadang tidak hanya timbul dari nasabah, terkadang dari pihak
bank juga dapat mengakibatkan suatu kredit menjadi macet.
Oleh sebab itu kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh :*

1) Dari pihak perbankan

Dalam hal ini pihak analisi kredit kurang teliti baik dalam mengecek

kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan

perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya, apa yang seharusnya
terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi
akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam
analisinya dilakukan secara tidak objektif.

2) Dari pihak nasabah

Kemacetan kredit yang disebabkan oleh nasabah disebabkan 2 hal berikut :

a. Adanya unsur kesengajaan, nasabah sengaja tidak mau membayar
kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendiri
macet,

b. Adanya unsur tidak sengaja, nasabah memiliki kemauan untuk membayar,
tetapi tidak mampu dikarenakan usaha dibiayai terkena musibah misalnya
kebanjiran atau kebakaran.

% Ibid, hal : 108-109
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Untuk mengatasi kredit macet, pihak bank perlu melakukan penyelamatan,
sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan
dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah
angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan
bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia
No.7/2/PB1/2005 tentang penilaian aktiva bank umum, untuk dapat menentukan
sebuah kualitas kredit dapat dilihat terlebih dahulu yaitu:**

1.  Kualitas kredit ditetapkan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian mengenai
hal-hal berikut:
a. Prospek usaha, yang meliputi penilaian terhadap komponen-komponen:
1. Potensi pertumbuhan usaha,
2. Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan,
3. Kualitas manajemen permasalahan tenaga kerja,
4. Dukungan dari grup atau afiliasi,
5. Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara
lingkungan
b. Kinerja (perfomance) debitur, yang meliputi penilainan terhadap
komponen:
1. Perolehan laba,
2. Struktur permodalan,
3. Arus kas,
4. Sensitivitas terhadap resiko pasar.
c¢. Kemampuan membayar, yang meliputi penilaian terhadap komponen:
Ketetapan pembayaran pokok dan bunga,
Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur,
Kelengkapan dokumentasi kredit,
Kesesuaian penggunaan dana, dan
. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.
2 Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. Signifikansi dan materialistis dari setiap faktor penilaian dan
komponen.
b. Relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang
bersangkutan.

G W

26 Muhammad Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT.Raja
Grafindo Persada , Jakarta, 2007, hal: 86
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3. Tinjauan umum tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR)
a. Pengertian Kredit Usaha Rakyat dan Pengaturan Kredit Usaha Rakyat

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang
Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian Kredit Usaha Rakyat
adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi
(UMKM-K) dalam bentuk pemberian ,modal kerja dan investasi yang didukung
fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR merupakan program yang
dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari
dana bank. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses
UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan
ekonomi nasional.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan
oleh perbankan kepada UMKM-K yang feasible namun belum bankable.
Maksudnya adalah usaha yang mempunyai prospek bisnis yang baik dan memiliki
kemampuan untuk mengembalikan kredit. Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan
koperasi (UMKM-K) yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang
bergerak di sector usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan,
perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.*’

Peluncuran KUR merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota
Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 oktober 2007 tentang Penjaminan
Kredit/Pembiayaan kepada UMKM-K antara Pemerintah yakni diwakili oleh

Menteri Negara Koperasi dan UKM, Meteri Keuangan, Menteri Pertanian,

2 NN. Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan. http://kredit-usaha-rakyat.co.cc (didownload
pada tanggal 14 maret 2012)
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Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian,

dengan Perusahaan Penjamin yaitu Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT

Asuransi Kredit Indonesia dan Bank-Bank sebagai penyalur yakni Bank BNI,

Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri.
Ketentuan yang secara umum mengatur tentang Kredit Usaha Rakyat :

a) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,

b) Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,

¢) Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah,

d) Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas
Penjamin Kredit Usaha Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009,

e) Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2009 tentang Prubahan kedua
atas Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas
Penjamin Kredit Usaha Rakyat, dan terakhir telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan No. 189/PMK.05/2010

f) Keputusan Deputi Bidang Perekonomian Makro dan Keuangan Kementrian
Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite
Kebijakan Penjaminan Kredit Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan
Koperasi No. KEP-14/D.1.M.EKON/04/2009 tentang standar operasional dan
Prosedur Pelaksanaaan Kredit Usaha Rakyat, yang diubah dengan Keputusan

Deputi Bidang Perekonomian Makro dan Kementrian Keuangan Koordinator
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Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan

Penjaminan Krdit Kepada UMKM-K No. 01/D.I.M.EKON/01/2010.

b. Tujuan Kebijakan dan Sasaran Kredit Usaha Rakyat

Adapun pemberian Kredit Usaha Rakyat bertujuan untuk :**

Membantu Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi yang produktif dan
layak namun belum mampu mengakses kredit/pembiayaan dari bank.
Menjembatani kebutuhan UMKM-K dalam pemberdayaannya memperluas
usaha, menciptakan lapangan kerja dan penangulangan kemiskinan. Maka
pemerintah menerbitkan Inpres No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan
Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM-K.

Penerima Kredit Usaha Rakyat adalah orang-perorangan atau badan usaha

yang termasuk kepada kriteria Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi,

Kelompok Usaha dan Lembaga Linkage yang memiliki usaha produktif pada

semua sektor ekonomi. Adapun yang termasuk penerima Kredit Usaha Rakyat

adalah.”’

1

Usaha Mikro

Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan

yang memenuhi criteria usaha mikro sebagai berikut:

a. Asset <Rp. 50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha);
atau

b. Omzet <Rp. 300 juta.

Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang

perorangan/badan usaha yang bukan merupakan anakperusahaan atau bukan

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidaklangsung dari usaha menengah atau usaha besar yang

memenuhi kriteria sebagai berikut:

% Djoko Retnadi, Economic Review, No.212, Juni 2008
? Ibid
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a. Rp. 50 juta < Asset < Rp. 500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha); atau

b. Rp. 300 juta <Omzet < Rp. 2.5 miliar.

3. Usaha Menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar dengan jumlah

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenubhi criteria:

a. Rp. 500 juta < Asset < Rp. 10 M (tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha); atau

b. Rp.2,5M < Sales <Rp. 50 M.

4. Koperasi
Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi
dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus
sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
c. Penggolongan Kredit Usaha Rakyat
Jenis kredit pada Kredit Usaha Rakyat :*°
1) Kredit Investasi
KUR untuk tujuan investasi adalah KUR yang digunakan untuk pembelian
barang modal untuk pengembangan usaha, seperti pembangunan / pembelian
tempat usaha, pembelian mesin/peralatan kerja/kendaraan, dan lain-lain.
2) Kredit Modal Kerja
KUR untuk tujuan modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk tambahan
modal kerja usaha, seperti penambahan persedian barang dagang, kebutuhan biaya

untuk operasional usaha, pembelian bahan mentah atau bahan baku, dan lain-lain.

* 1bid



BAB 111

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh BNI Sentra Kredit

Kecil Padang
1. Profil BNI*'

Berdiri sejak 1946, BNI yang dikenal sebagai Bank Negara Indonesia,
merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.
Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama yang
dikeluarkan Pemerintah Indonesia, yakni ORI atau Oeang Republik Indonesia,
pada malam menjelang tanggal 30 Oktober 1946, hanya beberapa bulan sejak
pembentukannya. Hingga kini, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari
Keuangan Nasional, sementara hari pendiriannya yang jatuh pada tanggal 5 Juli
ditetapkan sebagai Hari Bank Nasional.

Menyusul penunjukan De Javsche Bank yang merupakan warisan dari
Pemerintah Belanda sebagai Bank Sentral pada tahun 1949, Pemerintah
membatasi peranan Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi atau bank
sentral. Bank Negara Indonesia lalu ditetapkan sebagai bank pembangunan, dan
kemudian diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa, dengan akses
langsung untuk transaksi luar negeri.

Sehubungan dengan penambahan modal pada tahun 1955, status Bank Negara

Indonesia diubah menjadi bank komersial milik pemerintah. Perubahan ini

*' www.bni.co.id, Profil Perusahaan, diakses pada tanggal 14 Maret 2012
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melandasi pelayanan yang lebih baik dan tuas bagi sektor usaha nasional. Sejalan
dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas
perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir
tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia lebih dikenal
sebagai “BNI 46”. Penggunaan nama panggilan yang lebih mudah diingat “Bank
BNI” ditetapkan bersamaan dengan perubahaan identitas perusahaan tahun 1988.

Tahun 1992, status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT Bank Negara
Indonesia (Persero), sementara keputusan untuk menjadi perusahaan publik
diwujudkan melalui penawaran saham perdana di pasar modal pada tahun
1996. Kemampuan BNI untuk beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan
lingkungan, sosial-budaya serta teknologi dicerminkan melalui penyempurnaan
identitas perusahaan yang berkelanjutan dari masa ke masa. Hal ini juga
menegaskan dedikasi dan komitmen BNI terhadap perbaikan kualitas kinerja
secara terus-menerus.

Pada tahun 2004, identitas perusahaan yang diperbaharui mulai digunakan
untuk menggambarkan prospek masa depan yang lebih baik, setelah keberhasilan
mengarungi masa-masa yang sulit. Sebutan “Bank BNI” dipersingkat menjadi
“BNI”, sedangkan tahun pendirian “46” digunakan dalam logo perusahaan untuk
meneguhkan kebanggaan sebagai bank nasional pertama yang lahir pada era
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berangkat dari semangat perjuangan yang berakar pada sejarahnya, BNI
bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi negeri, serta senantiasa

menjadi kebanggaan negara.
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2. Pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh BNI Sentra Kredit
Kecil Padang

Pada awal diluncurkan oleh pemerintah, berdasarkan Nota Kesepahaman
Bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang
ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007, Kredit Usaha Rakyat disalurkan oleh
enam bank pelaksana yaitu Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Rakyat
Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan Bukopin. Yang selanjutnya dilakukan
penambahan bank pelaksana dengan 13 (tiga belas) Bank Pembangunan Daerah
berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor:KEP-
07/M.EKON/10/2010 tanggal 26 Januari 2010.*

Dalam memberikan kredit kepada masyarakat, Bank Negara Indonesia harus
berpegang teguh pada prinsip perkreditan® dan prinsip kepercayaan®* serta kehati-
hatian®®, untuk itu sebelum permohonan kredit disetujui Bank Negara Indonesia
harus melakukan analisa yang mendalam atas itikad, kemampuan dan
kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya.

Adapun pola penyaluran KUR yang dilakukan oleh Bank Negara Indonesia
adalah sebagia berikut:*®

1. Langsung ke UMKMK:

32 petunjuk pelaksanaan (Juklak) KUR sesuai Add.IIl MoU tanggal 16.09.2010, hal : 1

3% Sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak
(character), kemampuan (capacity), modal (capital), agunan (collateral) dan prospek usaha dari
nasabah debitur (condition of economy), yang lazim disebut dengan the five C of credit analysis
atau ?rinsip 5C’s.

34 Adanya suatu keyakinan dari pihak bank atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur
untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

3 Bank dalam memberikan kredit harus melakukannya berdasarkan analisis pemberian kredit
yang memadai, agar kredit-kredit yang diberikan oleh bank itu adalah kredit-kredit yang tidak
mudah menjadi kredit macet.

% Petunjuk pelaksanaan (Juklak) KUR, Op.cit, hal :5
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Pola penyaluran langsung adalah kredit yang langsung diberikan Bank
Pelaksana langsung ke UMKMK dimana kewajiban pengembalian kredit tersebut
menjadi tanggung jawab UMKMK selaku penerima kredit. Pola penyaluran
langsung sebagai berikut :

i. Bank melakukan penilaian secara individu terhadap calon debitur. Apabila
dinilai layak dan disetuji oleh Bank selanjutnuya debitur menandatangani
Perjanjian Kredit (PK)

ii. Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada Perusahaan
Penjaminan. Maksimal penjaminan sebesar:
a) 80% (delapan puluh persen) untuk sektor pertanian, kelautan dan
perikanan, kehutanan, industri kecil.
b) 70% (tujuh puluh persen) untuk sektor lainnya.
Dari plafond kredit yang diberikan dan selanjutnya perusahaan penjaminan
menerbitkan sertifikat penjaminan.
2. Tidak langsung :
a) Pola Executing
Pola Executing adalah KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada

Lembaga Linkage untuk diterus-pinjamkan kepada UMKMK. Kewajiban

pengembalian KUR menjadi tanggung jawab dari Lembaga Linkage®" selaku

penerima KUR. Yaitu sebagai berikut :

i. Lembaga Linkage mengajukan permohonan kredit kepada bank.

*’ Lembaga Linkage adalah lembaga yang menerus-pinjamkan KUR dari Bank pelaksana
kepada UMKMK, yaitu Koperasi Sekunder, Koperasi Primer (Koperasi Simpan Pinjam, Unit
Simpan Pinjam Koperasi), Badan Kredit Desa (BKD), Baitul Mal Wa Tanwil (BMT), Bank
Perkreditan Rakyat (BPR), Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, Lembaga Keuangan
Mikro. (Juklak KUR MoU III, November 2010, hal 3)
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ii.

iii.

iv.

Bank melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur dan melakukan
analisa kelayakan. Apabila dinyatakan layak, maka bank memberikan
persetujuan kredit dengan menandatangani Perjanjian Kredit dengan
lembaga Linkage.

Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan
penjaminan. Perusahaan penjaminan menerbitkan Sertifikat Penjaminan
kepada lembaga Linkage.

Lembaga Linkage menyalurkan kredit yang diterima dari Bank kepada
debitur UMKMK.

Debitur UMKMK melakukan pembayaran kewajiban kredit kepada

Lembaga Linkage.

b) Pola Channelling

Pola Channelling adalah KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada

UMKMK melalui Lembaga Linkage. Kewajiban pengembalian KUR menjadi

tanggung jawab dari UMKMK selaku penerima KUR. Yaitu sebagai berikut :

i

ii.

Dalam rangka mendapatkan kredit dari bank, UMKMK memberikan
kuasa kepada pengurus Lembaga Linkage yang berfungsi sebagai agen
(Channel) untuk:

(i). Mengajukan kredit kepada Bank.

(ii). Menjaminkan agunan pokok kepada Bank.

Lembaga Linkage mewakili UMKMK mengajukan permohonan kredit

pada bank.

39



iii.

iv.

Bank melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur (SID) terhadap
Lembaga Linkage dan melakukan analisa kelayakan. Berdasarkan
analisa tersebut bank memberikan kuasa kepada Lembaga Linkage
untuk melakukan analisa dan memutus kredit yang diajukan oleh
UMKMK. Dalam hal UMKMK dinyatakan layak, maka bank
memberikan persetujuan kredit dengan mekanisme sebagai berikut:

(i). Berdasarkan kuasa dari bank, maka Lembaga Linkage

menandatangani Perjanjian Kredit dengan UMKMK, atau

(ii). Berdasarkan kuasa dari UKMKM, maka Lembaga Linkage

menandatangani Perjanjian Kredit dengan Bank.
Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan
penjaminan. Perusahaan penjaminan menerbitkan Sertifikat Penjaminan
untuk masing-masing UMKMK.
Lembaga Linkage menerus-pinjamkan kredit yang diterima dari bank
kepada debitur UMKMK. Debitur UMKMK melakukan pembayaran

kewajiban kepada bank melalui Lembaga Linkage.

Adapun persyaratan untuk calon debitur Kredit Usaha Rakyat adalah sebagai

berikut :**

a. Persyaratan Umum

1) Kriteria debitur yang dapat dibiayai KUR adalah UMKMK yang tidak

sedang menerima kredit KMK dan/atau KI dari perbankan dan/atau tidak

** Petunjuk pelaksanaan (Juklak) KUR , Op.cit, hal : 7-8



2)

3)

4)

3)

6)

7

sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah, yang wajib dibuktikan
dengan SID Bank Indonesia (BI) pada saat permohonan kredit diajukan.
Dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Pemilikan Rumah,
Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit, dan kredit konsumtif lainnya)
dengan total fasilitas (KUR dan Kredit Konsumtif) maksimal Rp
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Jika debitur sedang menerima kredit konsumtif, maka performance kredit
konsumtif pada saat diberikan berada dalam golongan lancar (1).

Dalam hal UMKMK masih memiliki baki debet yang tercatat pada SID BI,
tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat
Keterangan Lunas / Roya dengan melampirkan cetakan rekening dari Bank
sebelumnya.

UMKMK yang mengajukan KUR mikro sampai dengan Rp 5.000.000,-
baik yang disalurkan secara langsung atau tidak langsung, tidak
diwajibkan untuk dilakukan pengecekan SID BI.

Sektor yang dapat dibiayai seluruh sektor ekonomi.

KUR tidak diperbolehkan untuk :

(i). Debitur yang telah bankable
(ii). Take over fasilitas kredit dari debitur yang telah memperoleh kredit

non KUR dari bank.

(iii). Perpanjangan / tambahan fasilitas kredit dari debitur yang telah

memperoleh kredit non KUR dari bank.
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(iv). Debitur yang sedang memperoleh kredit dengan subsidi bunga atau
fasilitas kredit program atau fasilitas lain dari pemerintah.
b. Persyaratan Khusus
1) Debitur Perorangan
(i). Persyaratan legalitas (perizinan usaha) minimal mendapatkan surat
keterangan berusaha dari kelurahan/kecamatan
(i1). Identitas diri minimal berupa fotocopy KTP dan Kartu Keluarga atau
identitas lainnya bila ada
(iii). NPWP pemohon kredit untuk kredit diatas Rp 50.000.000,- (lima
puluh juta)
(iv). Pengalaman dibidang usaha minimal 1 (satu) tahun
(v). Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat
sebagai debitur macet/bermasalah
(vi). Menyampaikan fotocopy rekening bank selama 6 (enam) bulan
terakhir (bila ada)
‘(vii). Menyampaikan fotocopy bukti kepemilikan rumah tinggal / tempat
" usaha/ kontrakan (bila ada)
2) Debitur Kelompok
a. Syarat debitur kelompok
(1). Lokasi dan jenis usaha sama / mengelompok
(ii). Kegiatan usaha kelompok dapat dilakukan secara mandiri atau
bekerjasama dengan mitra usaha yang dibuat secara tertulis dalam

bentuk perjanjian
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(iii). Kelompok tani telah terdaftar pada dinas teknis setempat
(iv). Mempunyai anggota yang melakukan usaha produktif
(v).Mempunyai organisasi dengan pengurus aktif, minimal ketua,
sekretaris, dan bendahara
(vi). Mempunyai aturan kelompok yang disepakati oleh seluruh anggota
(vii). Mempunyai pembukuan yang sederhana
(viii). Membuat surat pernyataan tanggung renteng
b. Tugas dan tanggung jawab ketua kelompok
(i). Menyeleksi anggota kelompok
(ii). Menyusun kebutuhan kredit anggota kelompok
(iii). Menerima surat kuasa dari anggota kelompok untuk mengajukan
permohonan kredit, menanda tangani PK dan menerima kredit atas
nama kelompok
(iv). Mengajukan permohonan kredit ke BNI atas nama kelompok
(v).Menerima dan menyalurkan kredit kepada anggota kelompok
(vi). Melakukan administrasi kredit
(vii).Melakukan penagihan ke anggota kelompok sebesar kewajiban
masing-masing anggota dan menyetorkan ke BNL
Dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat, BNI memiliki beberapa kebijakan
kredit, anta_‘ra lain; maksimum kredit pada KUR Mikro adalah berjumlah sampai
dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk KUR Ritel
maksimum diatas Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp

500.000.000,~ (lima ratus juta rupiah). KUR kepada Lembaga Linkage dengan
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pola Executing maksimal sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
Penyaluran KUR Mikro dapat disalurkan oleh semua Bank Pelaksana. Besarnya
kredit yang diberikan kepada calon debitur disesuaikan dengan kebutuhan
pembiayaan dan kemampuan debitur dalam mengembalikan kewajiban ke bank.”

Pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh BNI Sentra Kredit Kecil Padang,
dikenal dua jenis kredit yaitu Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi. Kemudian
dikenal juga bentuk/sifat kredit yakni, KMK Aflopend dan Investasi adalah
Aflopend menurun, serta KMK Transaksional adalah clean-up yaitu lunas
sekaligus pada saat jatuh tempo, (untuk kredit yang sumber pengembaliannya
berdasarkan hasil panen/penjualan komo&iti yang dibiayai).*’

Untuk jenis debitur dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh BNI Sentra
Kredit Kecil Padang sendiri dikenal adanya dua jenis debitur yaitu debitur
perseorangan dan debitur kelompok. Debitur perseorangan mengajukan
permohonan kredit atas nama dan untuk usahanya sendiri, sedangkan debitur
kelompok mengajukan permohonan kredit atas nama kelompok dan untuk usaha
masing-masing anggota kelompok, artinya masing-masing mempunyai usaha
yang sama jenisnya dengan jenis usaha anggota lainnya, walaupun tidak
tergabung dalam satu usaha. Dalam mengajukan permohonan kredit, debitur
kelompok ini menunjuk satu orang ketua kelompok yang bertindak mewakili
kelompoknya dalam pengurusan permohonan kredit dan diantara semua anggota
diikat dengan perjanjian tanggung renteng, artinya semua anggota kelompok

tersebut mempunyai tanggung jawab yang sama dalam kelompok tersebut.

*® Hasil wawancara dengan Bapak Yoseph Ricka, pihak BNI Sentra Kredit Kecil Padang, pada
tan 1 maret 2012
Ibid




Sedangkan untuk pencairan dana Kredit Usaha Rakyat tetap dibagi langsung oleh
BNI Sentra Kredit Kecil Padang kepada semua anggota kelompok, bukan oleh
ketua kelompok, hal ini untuk menghindari kecurangan atau penyalahgunaan dana
oleh ketua kelompok. Tetapi untuk jenis debitur kelompok ini masih jarang
ditemui oleh BNI Sentra Kredit Kecil Padang, kebanyakan yang ditemui adalah
debitur perseorangan.“
Suku bunga pada Kredit Usaha Rakyat yang disalurkan oleh BNI Sentra

Kredit Kecil Padang adalah sebagai berikut :*?

a. KUR Mikro : maksimal 22 % (dua puluh dua per seratus) efektif per

tahun

b. KURRitel : maksimal 14 % (empat belas per seratus) efektif per tahun

c. KUR Ritel yang menjadi KUR Mikro.
KUR dengan plafond diatas Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang semula sesuai perjanjian kredit adalah
KUR Ritel, tetapk dikenakan suku bunga kredit sesuai perjanjian yaitu maksimal
sebesar 14 % (empat belas per seratus) efektif per tahun sampai dengan
berakhirnya perjanjian.

Jangka waktu yang diberikan kepada debitur dalam penyaluran Kredit Usaha

Rakyat oleh BNI Sentra Kredit Kecil yaitu :*

a. Kredit Modal Kerja : maksimal 3 (tiga) tahun

b. Kredit Investasi : maksimal 5 (lima) tahun

I Hasil wawancara dengan Bapak Yoseph Ricka, pihak BNI Sentra Kredit Kecil Padang, pada
tanggal 6 maret 2012.

* petunjuk pelaksanaan (Juklak) KUR, Log.cit

 Ibid, hal : 11

45




c. Kredit Investasi untuk usaha perkebunan tanaman keras dapat diberikan
langsung maksimal 13 tahun (tidak dapat diperpanjang).
d. Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi maka
jangka waktu sebagaimana disebutkan diatas dapat diperpanjang menjadi
6 (enam) tahun untuk modal kerja dan 10 (sepuluh) tahun untuk investasi
terhitung sejak tanggal Perjanjian Kredit awal.
Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh BNI Sentra Kredit Kecil Padang**:
1.  Analisa Kredit dan Penentuan Kebutuhan Kredit
a. Pola Penyaluran Langsung :
(i). Menggunakan Perangkat Analisa BNI Wirausaha yang disesuaikan
dengan ketentuan KUR
(ii). Kebutuhan kredit dihitung berdasarkan besarnya angsuran (pokok
dan bunga) setiap bulan maksimal 50 % dari laba bersih (EAT)
b. Pola Penyaluran Tidak Langsung melalui Lembaga Linkage :
(i). Menggunakan Perangkat Analisa KKLK
(ii). Kebutuhan kredit dihitung berdasarkan potensi debitur yang akan
dibiayai
2.  Persetujuan Kredit
a. Kewenangan memutus kredit
(i). Penyaluran langsung ke UMKMK (Lembaga Linkage) berdasarkan
maksimum kredit yang diberikan, kewenangan berada pada pejabat

pemutus kredit sesuai dengan kewenangannya.

* Hasil wawancara dengan Bapak Yoseph Ricka, pihak BNI Sentra Kredit Kecil Padang, pada
tanggal 8 maret 2012
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(ii). Penyaluran dengan menggunakan pola channelling kewenangannya
berdasarkan total eksposure yang akan dikelola oleh Lembaga
Linkage.

b. Perjanjian Kredit (PK)
Menggunakan format Perjanjian Kredit untuk Kredit Usaha Rakyat (PK
KUR).

c. Disposisi Kredit

d. Disposisi kredit dapat dilaksanakan setelah Perjanjian Kredit ditanda
tangani dan seluruh persyaratan kredit telah dipenuhi.

Maintance pembukuan rekening mengacu pada juklak pembukaan

rekening KUR.

Pemantauan kredit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyelamatan

KUR bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi, dengan ketentuan :

a. Tidak diperbolehkan penambahan limit pinjaman

b. Terhadap restrukturisasi yang sudah dilakukan tidak menggugurkan hak
klaim

c. Jangka waktu restrukturisasi mengacu pada ketentuan Kebijakan Kredit,
poin tentang Jangka Waktu.

d. Proses penyelamatan KUR tidak menggunakan eLO, kewenangan

mengacu pada CPC No.1/2009 tanggal 05 maret 2009

e. Lain-lain cf ketentuan restrukrurisasi yang berlaku

Tambahan Kredit
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a. Debitur masih dikategorikan belum bankable.

b. Debitur KUR Mikro dimungkinkan untuk mendapatkan tambahan kredit
sepanjang total maksimum kredit setelah adanya tambahan tersebut tidak
melebihi Rp 20.000.000,-

c. Debitur KUR Mikro dimungkinkan mendapatkan tambahan kredit
sehingga menjadi debitur KUR Ritel (total maksimum kredit melebihi Rp
20.000.000,-) sepanjang memenuhi persyaratan KUR Ritel.

d. Debitur KUR Ritel dimungkinkan untuk mendapatkan tambahan kredit
sepanjang total maksimum kredit setelah adanya tambahan tersebut tidak
melebihi Rp 500.000.000,-

e. Debitur KUR Ritel kepada Lembaga Linkage dengan pola executing
dimungkinkan untuk mendapatkan tambahan kredit sepanjang total
maksimum kredit setelah adanya tambahan tersebut tidak melebihi Rp
2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

f. Pemberian tambahan kredit dapat dilakukan dengan pembukaan rekening
baru atau rekening yang berjalan ditutup.

g. Apabila rekening berjalan ditutup, debitur tidak dikenakan biaya
pelunasan sebelum jatuh tempo.

B. Mekanisme Penjaminan dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh BNI
Sentra Kredit Kecil Padang

1. Profil ASKRINDO*

*> www.askrindo.co.id Profil Perusahaan, diakses 5 Mei 2012




PT Asuransi Kredit Indonesia atau PT ASKRINDO (Persero) didirikan oleh
pemerintah Indonesia pada tanggal 6 April 1971 melalui Peraturan Pemerintah
Nomor 1/1971 tanggal 11 Januari 1971 untuk mengemban misi pemerintah
Indonesia dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
guna menunjang perekonomian Indonesia. Peran PT ASKRINDO (Persero) dalam
pemberdayaan UMKM adalah sebagai “collateral institution” atas kredit yang
disalurkan perbankan kepada UMKM.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan tulang punggung kekuatan
ekonomi Indonesia. Secara makro, peran sektor usaha ini dalam perekonomian
nasional sangat signifikan. Pada tahun 2007, sumbangan usaha kecil dan
menengah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai Rp 21,21
Triliun. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah gerak perekonomian
nasional ditopang oleh sektor tersebut. Namun masih banyak UMKM yang masih
mengalami kendala untuk memperoleh akses pembiayaan dari Bank/LKBB, selain
itu juga terdapat masalah tingginya suku bunga kredit serta jangkauan pelayanan
bank yang terbatas, maka fungsi PT ASKRINDO (Persero) sebagai penjamin
sangat diperlukan untuk mengatasi hal tersebut.

Jasa penjaminan kredit yang disediakan oleh PT ASKRINDO (Persero)
diharapkan dapat membuka akses UMKM kepada sumber pembiayaan sehingga
dapat terjadi peningkatan struktur permodalan UMKM itu sendiri. Multiplier
effects dari menguatnya permodalam UMKM tersebut adalah mendorong
tumbuhnya kegiatan usaha, selanjutnya diharapkan dapat membuka lapangan

kerja serta meningkatkan nilai usaha. Pada tahap selanjutnya kondisi tersebut
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secara bertahap dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di
Indonesia.

Semenjak didirikan tahun 1971 sampai dengan tahun 2008 PT ASKRINDO
(Persero) telah memberikan pertanggungan kepada lebih dari 10,5 juta UMKM
dari berbagai sektor usaha dengan kredit yang dijamin secara keseluruhan
mencapai Rp 136,3 Triliun dan jumlah klaim yang telah dibayarkan mencapai Rp
2,068 Triliun. Perusahaan terbaru yang diluncurkan adalah penjaminan kredit
dalam rangka Inpres Nomor 6 Tahun 2007 yang lebih dikenal sebagai Penjaminan
Kredit Usaha Rakyat, PT ASKRINDO (Persero) bersama dengan JAMKRINDO
melaksanakan penjaminan atas kredit yang disalurkan oleh 6 Bank Pelaksana
dalam rangka peningkatan ekonomi khususnya UMKM.

Pelayanan PT ASKRINDO (Persero) dapat diperoleh melalui kantor cabang
dan kantor unit pelayanan yang berjumlah 33 kantor dan tersebar di 20 provinsi.
Dengan bertambahnya produk penjaminan kredit program pemerintah dalam
rangka Inpres Nomor 6 Tahun 2007, jasa PT ASKRINDO (Persero) dapat
dinikmati diseluruh Indonesia melalui kantor-kantor cabang yang menjadi
pelaksana program kredit Usaha Rakyat.

2. Pelaksanaan Penjaminan dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat
Tata cara pengajuan penjaminan kredit di BNI Sentra Kredit Kecil Padang™ :
a. BNI (unit operasional) mengajukan permintaan penjaminan dengan

menggunakan form seperti yang dipersyaratkan perusahaan penjaminan

“ Petunjuk pelaksanaan (Juklak) KUR, Op.cit, hal : 14
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yang dibedakan atas KUR baru, KUR perpanjangan/tambahan,
restrukturisasi.

b. Pengajuan penjaminan untuk debitur baru diakumulasikan dalam satu
bulan dan dikirim selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

c. Atas dasar permintaan penjaminan tersebut, pihak penjaminan akan
menerbitkan dan menyampaikan Sertifikat Penjaminan Kredit.

d. Berkas administrasi KUR yang terdiri dari identitas dan legalitas debitur,
perangkat analisa kredit, hasil SID BI, perjanjian kredit harus disampaikan
secara lengkap kepada perusahaan penjaminan saat pengajuan klaim.

e. Apabila proses pemberian kredit secara kelompok (masal) maka unit
pemroses agar menginformasikan terlebih dahulu kepada perusahaan
penjaminan atas rencana pemberian kredit tersebut.

Risiko kerugian yang dijamin*’ :

a. Perjanjian kredit jatuh tempo dan debitur KUR tidak melunasi kewajiban
pengembalian pinjaman, atau

b. KUR yang bersangkutan dalam kolektibilitas kredit 4 (diragukan) sesuai
ketentuan Bank Indonesia, mana yang lebih dahulu terjadi

c. Apabila debitur telah masuk golongan 4 (diragukan), kemudian karena
adanya perbaikan kolektibilitas maka risiko kerugian yang dijamin
ditetapkan sejak kolektibilitas 4 (diragukan) yang terakhir sepanjang masih
dalam jangka waktu penjaminan kredit.

d. Keadaan insolvent :

7 Hasil wawancara dengan Bapak Yoseph Ricka, pihak BNI Sentra Kredit Kecil Padang, pada
tanggal 8 maret 2012
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(i). Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berwenang
(ii). Debitur dikenakan likuidasi berdasarkan keputusan Pengadilan yang
berwenang dan untuk itu telah ditunjuk likuidator
(iii). Debitur diletakkan di bawah pengampunan

Timbulnya hak klaim dari bank penyalur Kredit Usaha Rakyat kepada

perusahaan penjaminan*® :

a. Hak klaim dari bank kepada perusahaan penjaminan timbul,
seketika apabila terjadi risiko kerugian yang dijamin dengan
data/keterangan debitur atau usahanya telah disampaikan kepada
perusahaan penjaminan telah lengkap dan benar.

b. hak klaim akan menjadi daluwarsa apabila pengajuan surat klaim
melewati 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak jangka
waktu KUR jatuh tempo. Apabila debitur telah masuk
kolektibilitas 4 (diragukan), dan sudah diajukan klaim, namun
perusahaan penjaminan belum melakukan pembayaran terjadi
perbaikan kolektibilitas, maka bank dapat membatalkan
permohonan klaim secara tertulis kepada perusahaan penjaminan
tanpa membatalkan hak klaim dari perusahaan penjaminan

Tata Cara Pengajuan Klaim (peraturan pelaksana KUR oleh BNI Sentra Kredit
Kecil Padang)® :

a. Sebelum mengajukan klaim debiutr wajib melakukan upaya penyelamatan

atau penagihan

* Petunjuk pelaksanaan (Juklak) KUR, Log.cit
¥ Ibid, hal 14-15
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b. Bank berhak mengajukan surat klaim dalam waktu paling lambat 180
(seratus delapan puluh) hari kalender sejak jangka waktu KUR jatuh tempo
yang dapat diajukan secara individual maupun kolektif dengan dilampiri :
(i). Copy sertifikat penjaminan

(ii). Berita Acara Klaim yang memuat perhitungan jumlah tunggakan
kewajiban KUR debitur yang ditandatangani oleh bank dan debitur
(iii). Fotocopy R/C pinjaman debitur selama 3 bulan terakhir sebelum
timbulnya hak klaim
(iv). Fotocopy surat Peringatan atau Surat Penagihan 1, 2, 3, dari pihak
bank kepada debitur
(v). Seluruh fotocopy berkas kelengkapan administrasi debitur

c. Perusahaan wajib menginformasikan kepada bank apabila lampiran-
lampiran surat klaim tersebut belum lengkap paling lambat 10 (sepuluh)
hari kerja sejak tanggal surat pengajuan klaim diterima

d. Bank harus segera memenuhi kekurangan yang diminta oleh perusahaan
penjaminan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan
dari perusahaan penjaminan.

Besarnya klaim™’ :

a. Sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan dan industri kecil :

80 % (delapan puluh per seratus) x (sisa pokok + bunga + denda) dengan
setinggi-tingginya sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) x plafond

KUR.

% Ibid, hal 15
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b. Sektor lainnya :

70 % (tujuh puluh per seratus) x (sisa pokok + bunga + denda) dengan

setinggi-tingginya sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) x plafond KUR

Risiko kerugian yang tidak dijamin®’ :

a. Bencana alam nasional (atau wabah penyakit menular pada manusia /
hewan berkuku / unggas) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

b. Reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi reaksi inti atom yang
langsung mengakibatkan kegagalan usaha debitur untuk melunasi KUR
tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya.

c. Peperangan baik dinyatakan maupun tidak atau sebagian wilayah
Indonesia dinyatakan dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan
darurat perang.

d. Huru-hara yang berkaitan dengan gerakan atau kerusuhan politik yang
secara langsung mengakibatkan kegagalan debitur untuk melunasi
KUR.

e. Tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia
terhadap debitur dan / atau bank yang mengakibatkan debitur
wanprestasi. Kecuali ditetapkan lain oleh komite kebijakan KUR

Batalnya hak Bank atas klaim®” :
a. KUR yang direalisasikan tidak sesuai dengan ketentuan KUR yang

berlaku.

5! Hasil wawancara dengan Bapak Yoseph Ricka, pihak BNI Sentra Kredit Kecil Padang, pada
tanggal 8 maret 2012
Petunjuk pelaksanaan (Juklak) KUR, Op.cit, hal : 16
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b. Bank tidak melaporkan perubahan perpanjangan, tambahan plafond,
restrukturiasi KUR kepada perusahaan penjaminan.
c. Pengajuan klaim sudah daluwarsa.
Ketentuan subrogasi’ :

a. Klaim yang telah dibayar oleh Perusahaan Penjaminan kepada Bank
Pelaksana tidak membebaskan debitur dari kewajibannya untuk melunasi
kredit.

b. Dalam hal Perusahaan Penjaminan telah membayar klaim kepada bank
maka hak tagih dan hasil penjualan agunan beralih menjadi hak subrogasi
yang dibagi secara proporsional antara Perusahaan Penjaminan dan Bank
Pelaksana.

Ketentuan lain-lain dalam penjaminan KUR pada BNI Sentra Kredit Kecil
Padang ini mengacu pada pembaharuan PKS yang telah ditandatangani oleh BNI
dengan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit
Indonesia (Jamkrindo).>*

C. Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat, Apabila Debitur

Wanprestasi

Hubungan antara BNI Sentra Kredit Kecil Padang dengan PT Asuransi Kredit

Indonesia (Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) diatur
dalam suatu perjanjian yang dibuat diantara ketiga pihak tersebut, yang mana PT

Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia

%3 Hasil wawancara dengan Bapak Yoseph Ricka, pihak BNI Sentra Kredit Kecil Padang, pada
tanggal 12 maret 2012
Petunjuk pelaksanaan (Juklak) KUR, Log.cit
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(Jamkrindo) bertidak sebagai Penjamin dan BNI Sentra Kredit Kecil Padang

sebagai penerima jaminan, serta kredit bank sebagai objek jaminan.

Pelaksanaan penjaminan kredit ini dimulai dengan adanya permintaan kredit
oleh debitur kepada BNI Sentra Kredit Kecil Padang. Permintaan kredit usaha
rakyat ini dimulai dari pengajuan permohonan, perjanjian sampai dengan
persetujuan dan pencairan kredit. Setelah lahirnya perjanjian kredit untuk
mengatasi terjadinya resiko atas suatu kredit, BNI Sentra Kredit Kecil Padang
mengajukan perjanjian kontrak kerjasama dengan PT Asuransi Kredit Indonesia
(Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) yang bertindak
sebagai penjamin.

Kewajiban Askrindo / Jamkrindo sebagai penjamin yang harus diketahui oleh
BNI Sentra Kredit Kecil Padang™ :

a. Penjaminan (Askrindo/Jamkrindo) wajib menginformasikan secara tertulis
kepada pihak BNI Sentra Kredit Kecil Padang apabila lampiran-lampiran
surat klaim sebagaimana yang disebutkan pada butir diatas belum diterima
secara lengkap dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat
pengajuan klaim diterima.

b. Dalam hal terjadi klaim dari BNI dan persyaratan klaim telah dipenuhi untuk
dibayar, sedangkan pihak Askrindo/Jamkrindo belum menerima imbal jasa
penjaminan dari pemerintah, maka Askrindo/Jamkrindo harus melakukan

pembayaran atas tuntutan klaim tersebut.

5 Ibid

—

‘ MIL 1K
UPT PERPUSTAKA AN
UNIVERSITAS 80041 AL

—
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Dalam hal terjadinya kredit macet, BNI Sentra Kredit Kecil Padang dapat
mengajukan klaim kepada Askrindo/Jamkrindo sebagaimana yang tertuang dalam
perjanjian kerjasama antara kedua pihak, sebagai berikut :

Tata cara pengajuan klaim® :

a. Sebelum pengajuan surat klaim, BNI Sentra Kredit Kecil Padang wajib
melakukan upaya penyelamatan atau penagihan kepada debitur sesuai dengan
ketentuan KUR yang berlaku.

b. Surat pengajuan klaim diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak KUR jatuh
tempo.

c. Pengajuan surat klaim dapat dilaksanakan setelah timbulnya hak klaim yang
pengajuannya dapat dilakukan secara individual ataupun kolektif dengan
menggunakan form surat lampiran.

d. Surat klaim wajib dilampiri :

(i). Sertifikat Penjamin (SP) asli individu atau kolektif.

(ii). Berita Acara Klaim yang memuat perhitungan jumlah tunggakan
kewajiban KUR nasabah yang ditanda tangani oleh nasabah dan BNI
Sentra Kredit Kecil Padang.

(iii). Copy rekening pinjaman nasabah selama 3 (tiga) bulan terakhir sebelum
timbulnya hak klaim.

(iv). Copy surat peringatan atau surat penagihan 1, 2, 3 dari BNI Sentra Kredit
Kecil Padang ke nasabah.

(v). Seluruh copy kelengkapan dokumen KUR nasabah.

% Surat Pemberitahuan, Perihal : Klaim Asuransi Kredit (KUP) dan Pembukuannya, dari PT
BNI (Persero) Tbk kepada BNI Sentra Kredit Kecil Padang
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e. BNI Sentra Kredit Kecil Padang secara aktif menanyakan kekurangan
persyaratan klaim dan BNI Sentra Kredit Kecil Padang harus memenuhi
kekurangan lampiran sebagaimana yang dimaksud pada butir diatas paling
lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan terakhir
dari pihak Askrindo / Jamkrindo.

Namun hak klaim BNI Sentra Kredit Kecil Padang daluwarsa apabila *:

a. Batas waktu pengajuan klaim melewati 6 (enam) bulan sejak KUR jatuh
tempo.

b. Tidak melengkapi dokumen yang menjadi persyaratan klaim dalam
waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permintaan
terakhir untuk melengkapi dokumen.

c. Tidak memberikan tanggapan atas penolakan klaim atau besarnya jumlah
klaim yang dibayar dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat

penolakan klaim.

7 Ibid
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan meninjau dari
ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan prakteknya di lapangan, dapat penulis
simpulkan bahwa :

1. Pada pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh BNI Sentra Kredit
Kecil Padang, prosedur penyaluran kredit tersebut dimulai dari tahap analisa
kredit dan penentuan kebutuhan kredit dengan pola penyaluran langsung atau
pola penyaluran tidak langsung melalui Lembaga Linkage. Kemudian tahap
persetujuan kredit, tahap perjanjian kredit (PK), tahap disposisi kredit,
selanjutnya tahap maintance pembukuan rekening yang mengacu pada Juklak
Pembukaan Rekening Kredit Usaha Rakyat, kemudian tahap pemantauan
kredit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan yang terakhir
adalah tahap penyelamatan Kredit Usaha Rakyat bermasalah.

2. Mekanisme penjaminan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh BNI
Sentra Kredit Kecil Padang berdasarkan tata cara pengajuan sebagai berikut;
BNI (unit operasional) mengajukan permintaan penjaminan dengan
menggunakan form seperti yang dipersyaratkan perusahaan penjaminan. Atas
dasar permintaan penjaminan tersebut, pihak penjaminan akan menerbitkan
dan menyampaikan Sertifikat Penjaminan Kredit. Berkas administrasi KUR
harus disampaikan secara lengkap kepada perusahaan penjamin saat pengajuan
klaim. Kemudian penjamin bertanggungjawab melaksanakan pembayaran
klaim, apabila penerima jaminan mengajukan klaim sesuai tanggal jatuh tempo
kredit dalam perjanjian kredit.

3. Penyelesaian kredit macet pada Kredit Usaha Rakyat, apabila debitur
wanprestasi, yaitu dengan tata cara pengajuan klaim sebagai berikut; sebelum
pengajuan surat klaim, BNI Sentra Kredit Kecil Padang wajib melakukan
upaya penyelamatan atau penagihan kepada debitur sesuai dengan ketentuan
KUR yang berlaku. Surat pengajuan klaim diajukan dalam waktu 6 (enam)
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bulan sejak KUR jatuh tempo. Pengajuan surat klaim dapat dilaksanakan
setelah timbulnya hak klaim yang pengajuannya dapat dilakukan secara
individual ataupun kolektif. Surat klaim wajib dilampiri : Sertifikat Penjamin
(SP) asli individu atau kolektif. Kemudian BNI Sentra Kredit Kecil Padang
secara aktif menanyakan kekurangan persyaratan klaim dan BNI Sentra Kredit
Kecil Padang harus memenuhi kekurangan lampiran sebagaimana yang
dimaksud pada butir diatas paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal
diterimanya surat pemberitahuan terakhir dari pihak Askrindo / Jamkrindo.
Dalam penyelesaian klaim berlaku asas subrogasi, artinya klaim yang telah
dibayarkan oleh penjamin kepada penerima jaminan tidak membebaskan
debitur/terjamin untuk melunasi hutangnya, penerima jaminan tetap melakukan
penagihan kepada debitur kredit bermasalah tersebut.

B. Saran
Dari penelitian yang dilakukan selama mengumpulkan data dan mengolah data

serta bahan mengenai pelaksanaan penjaminan kredit UMKM oleh lembaga

penjamin kredit, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam hal pelaksanaan penyaluran kredit usaha rakyat oleh BNI Sentra Kredit
Kecil Padang, proses pemberian kredit usaha rakyat sudah sesuai dengan
prosedur, namun pihak Bank tetap perlu memperketat analisis kredit dalam
penyaluran kredit usaha rakyat terutama untuk nasabah kelompok sebagai
upaya preventif untuk menghidari adanya usaha fiktif, sehingga kredit usaha
rakyat yang disalurkan dapat tepat sasaran, dan tidak menjadi kredit
bermasalah dikemudian hari.

2. Dalam hal mekanisme penjaminan dalam penyaluran kredit usaha rakyat oleh
BNI Sentra Kredit Kecil Padang serta dalam hal penyelesaian kredit macet
apabila debitur wanprestasi, pemerintah sebagai pencetus program KUR harus
memberikan koridor yang jelas mengenai pelaksanaan klaim ini, agar tidak
terjadi tumpang tindih dalam penagihan kredit macet antara BNI Sentra Kredit
Kecil Padang dengan perusahaan penjamin kredit yakni PT Askrindo dan
Jamkrindo.
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Nomor Tanggal : Paraf:

Kepada Yih, : SKC/3/
Pimpinan SKC Padang Ditujukan :
@angan ini saya mengajukan permohonan kredit, sebagai berikut :

Data Pemohon

¢+ Nama

+ Nama Gadis Ibu Kandung
+ Nama Suami/ Isteri
+
*

No KTP Pemohon
NPWP

Alamat Rumah
Jalan

>

Kelurahan
Kecamatan
+ Lokasi Dati Il / Kota

+ No. Teiepon / HP
Alamat Tempat Usaha

+ Nama Toko / Perusahaan
Bidang Usaha

Kode Pos :

>

+ Jalan

Kelurahan

Kecamatan
¢ Lokasi Dati Il / Kota
+ No. Telepon / HP

Kode Pos :

Permohonan Kredit .
+ Jenis Kredit yang dimohon [:] Modal Kerja Afflopend Rp. .- Jw  bulan
: ‘_—-_] Kredit Investasi Rp. Jw. bulan

+ Tujuan Penggunaan Kredit

Sehubungan dengan permohonan kredit vang saya ajukan, dengan ini saya menyatakan bahwa :

|. Data dan informasi yang diberikan adalah benar dan saya tidak menyembunyikan fakta yang sesungguhnya

2. Bersedia dan patuh pada ketentuan serta peraturan yang berlaku di Bank BNI

3. Memberi kuasa dan mengizinkan kepada Bank BNI untuk mendapatkan dan memeriksa selurub informasi yang
diperlukan termasuk pada pihak ketiga

4. Bank BNI berhak menyetujui / menolak permohonan kredit ini tanpa memberitahukan alasannya.

5. Apabila dikemudian hari keterangan dan pernyataan yang saya berikan tidak benar, saya bersedia menerima sanksi
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia dan ketentuan Bank BNI

X Padang,
i ‘ Pemohon,

‘ FotoIsteri / Suami

o Folo Pemohon Pemohon

% l Ukuran 3 X 4 ukuran 3 X 4

l l Nama :

' Jabatan : Pemilik Usaha



o SURAT PERMOHONAN
o KREDIT USAHA RAKYAT

- (untuk permohonan an. Kelompok)
| Permohorién Kredit = . Kepada :

k. ' PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Senta Kredit Kecil Padang
JI. Dobi No.1

PADANG

ing bertanda tangan di bawah ini :
-Nama Kelompok

Alamat Kelompok (lengkap dgn kode pos)
Nama Ketua Kelompok

Nomor KTP F.atua Kelompok
Rekening Tacungan Kelompok (bagi yang
sudah mempunyai)

Anggota Kelempok™ e ISt s e e SRR s - o OEBNG

............................................................

Jenis usaha:K_elr-Jmpok
3L

nqan ini mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) :

Jumlah Kredtt

Jangka Waktu Kred;t

mikian atas persetujuannya diucapkan terima kasih.

................... PSRRI 4 | *
Ketua Kelompok

mpiran :

Copy KTP & KK semua anggota kelompok

Copy KTP & KK pemilik jaminan + KTP suami / istri

. Copy sertipikat tanah (jaminan) berikut PBB & IMB '
. Surat Kuasa Gabungan Bagi'‘Anggota Kelompok

. Surat Pernyataan Tanggung Renteng

. Surat Keterangan Usaha minimal dari Kelurahan

Bicdata & Data Usaha masing-masing Anggota Kelompok




i

iy By

=, BIODATA DAN DATA USAHA ANGGOTA KELOMPOK
( Usaha sendiri diluar usaha Kelompok)

Nama Kelompok
Nama Anggota

. Alamat Lengkap

.__Alamat Usaha (lengkap) :
No.Telp, ... .. . . Telp. HP.
Tempat / Tanggal Lahir
Nama Usaha./ Toko 4o o
Jenis / Bidang Usaha
Mulai usaha sejak thn,

0. Nama pemasok barang dagangan
yg dominan '

1 Telp.

2 Telp.

. JiRider s ¢ ag 3. Telp.
: 1
2
3

1. Nama pembﬁﬁ_dqminan Telp.

Telp.
Telp.

Jumlah pegawai . : orang
PERHITUNGAN RUGI LABA PER BULAN

Jenis Pemasukan & Pengeluaran Nilai (dim Rp.) Keterangan / Penjelasan
Penjualan per bulan :

I 1 117

b. Pembelian bahan baku
c Laba Kotor - (a-b)
d. Biaya operasional usaha
e. -Biaya hidup per bulan
f.
g
h
i.

Angsuran pinjaman
Biaya lain-lain

Total Biaya per bulan - (total butir d s/d butir g)

Laba Bersih per bulan : (c-h)

. DAFTAR ASET DAN HUTANG SAAT INI : ;

Jenis Aset & Hutang Nilai (dlm Rp.) Keterangan / Penjelasan
Uang Kas.- : - v
Uang di bank 5 : _l
Piutang- '
Persediaan-barang dagangan
Tanah yg dimiliki
Bangunan- yg dimiliki
Mesin-mesin yg dimiliki
Kendaraan yg dimiliki
Hutang bank
Hutang Leasing
Hutang Lain-lain

Fle |~|e|ale ||

s |

&

pmi menyatakan: bahwa semua informasi ini iengkap dan benar. Dengan ini kami memberikan kuasa
pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. untuk mendapatkan dan meneliti seluruh informasi lebih
h dari sumber layak manapun dan akan memberikan informasi terbaru apabila terdapat perubahan data

lam aplikasi ini. Sehubungan dengan hal ini kami menyatakan bersedia mentaati segala persyaratan dan
tentuan yang berlaku di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

3 r
..................... R

ama .

by ! enaman




npiran 2

ni yang bert_a_nda tangan dibawah ini adalah para anggota :

Nama Kelompok Y.

Alamat lengkap

........................................................................................................

1gan iderjtjtas seperti tersebut dalam tabel :

o Nama Lengkap No No KTP Pemohon Jumlah

ut Y w Anggota | - Pinjaman

Nama Lengkap"

Jabatan Kel_orhﬁok . Ketua Kelompok

T I e N
Alamat " i T WO o itme S AR LA WY oy & Rl
LR e S R I e e L e e R
......................................................... IR . innmsnsms i s s

Membukaiﬂél{eniﬁg tabungan atas nama kelompok

Menyusun kebuiuhan kredit para anggota kelomnok dalam RDKK
Mengajukan pér_mohonan KUR

Menandatangani Perjanjian Kredit KUR




‘ Meherima dén menyalurkan KUR kepada anggota kelompok.
Melaksanakan administras_i «redit

Menyetorkan pengembalian kredit dari petani kepada Bank BNI
2mikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenar-banarnya tanpa suatu tekanan atau paksaan
ri apapun juga, agar dipergunakan sesuai dengan keperluan.

yrmat kami

nerima Kuasa Pemberi Kuasa

Meterai
6000



ampiran 6

SURAT PENYATAAN TANGGUNG RENTENG

‘ang bertanda tangan di bawah ini :

. Nama Kelompok

. Alamat/Lokasi Kelompok . :

. Nama Ketu_a‘Kelompok o

. Jumlah Angaota Kelompok:

lenyatakan bahwa kami akan mengembalikan kredit tersebut dalam jumlah dan waktu yang

lah disepakati dan sanggup untuk menanggung bersama (tanggung renteng) apabila terjadi
2macetan usaha kelompok.

emikian Surat Pernyataan kami buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan untuk dapat
gunakan sebaik-baiknya. '

...................... B v esnnci OO

engetahui Yang Membuat Pernyataan
stansi Yang Mendampingi Jabatan : Nama : Tanda Tangan

1. Ketua Kelompok & ...coooecvivvereenin,

- Meterai
' ' 6000

2, GBS | S .. oo L.
""""""""""""""""""""""""""" ) 3. Bendahara

4. Anggota S e N

L] r



- BNI R

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT (Persero) ASURANSI KREDIT INDONESIA
DENGAN
PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
TENTANG |

PENJAMINAN KREDIT / PEMBIAYAAN
BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH dan KOPERASI

PPKIPKSIO3/|IIZO10
DIR/O14

Nomor




PENJAMINAN KREDIT / PEMBIAYAAN
BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERAS|

PPKI/PKSI03/2010
- DIR/014

M

Pada hari ini, Rabu tanggal duapuluh empat bulan Pebruari tahun duaribu sepuluh (24-
02-2010Q), di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

Nomor

I, CHAIRUL BAHRI, Selaku Direktur Utama PT (Persero) ASURANS| KREDIT
INDONESIA (AZARINDO) yang beralamat di Jalan Angkasa Blok B-9 Kavling
nomor 8, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, yang diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Gubernur Bank
Indonesia Nomor :  KEP-149/MBU/2007 tanggal 17 Juli 2007

9/31/KEP.GBI/2007

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan
Perseroan (Persero) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA, dalam hal ini bertindak
dalam jabatannva sah mewakili Direksi berdasarkan Anggaran Dasar P (Persero)
ASURANSI KREDIT INDONESIA, melalui Akta Notaris Prabowo Achrr ad Kadijono,
SH Nomor 2 tanggal 06 April 1971 yang telan mendapat pengesahan dari Menteri
Kehakiman Republik Indonesia, sesuai Daftar Penetapan Menteri Kehakiman
Nomer: J.A.5/193/24 tanggal 03 November 1971 dan telah diumumkan dalam Berita

Negara Republik Indonesia tanggal 10 Desember 1971 Nomor- 555, Tambaiian

PIHAK PENJAMIN.

il.  GATOT MUDIANTORO SUWONDO, selaku Direkiur Utama PT. Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan beserta
perubahan-perubahannya yang terakhir diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 23 Desember 2008 Nomor 103 dan Tambahan Berita Negara

Indonesia (Persero) Thbk, berredudukan dan berkantor pusat di Jakarta dengan

alamat Jalan Jenderal Sudirmzn Kavling 1, untuk selanjutnya disebut : PENERIMA
JAMINAN.

PENJAMIN dan PENERIMA JAMINAN yang secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PENJAMIN adalah Perusahaan Penjaminan Kredit yang melakukan kegiatan
dalam bentuk pemberian penjaminan Kredit/Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Usaha

Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi (UMKMK) guna memperoleh kredit dari
PENERIMA JAMINAN; '
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antara lain memberikan fasilitas Kredit/Pembiayaan k'epaEIa UMKMK, dimana
PENERIMA JAMINAN masih menanggung risiko kerugian yang mungkin timbul dari
adanya ketidakpastian atas pelunasan dari Kredit/Pembiayaan yang diberikan kepada
UMKMK tersebut;

Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2007, antara Departemen Keuangan Republik
Indonesia, Departemen Pertanian Republik Indonesia, Departemen Kehutanan
Republik Indonesia, Deparemen Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia,
Departemen Perindustrian Republik Indonesia, Kementerian Negara Koperasi dan
UKM Republik Indonesia, PENERIMA JAMINAN serta beberapa bank umum lainnya,
PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dan PENJAMIN telah sepakat dan
menandatangani NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA (Memorandum of Under-
standing) tentang Penjaminan KreciVPembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil,
Menengah dan Koperasi Nomor Mou-7C 5/MK/2007, 241/KU.310/M/10/2007, SKB.3/
MENHUT-V/2007, 03/MEN-KP/KB/X/2007. 927/M.IND/10/2007, 03/NK/M.KUKM/X/
2007, 23/Sarana/X/2007, 17/MOU/X/Askrindo/2007, B.543/DIR/PRG/X/2007 BRI, DIR/
042/X/2007, DIR.MOU/024/2007, 06/MoU/DIR-BTN/2007, MOU-214/DIR/DMKK/ X/
2007, 9/014-MOU/DIR BU, sebagaimana telah diubah dengan :

* Addendum | NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA (Memorandum of Under-
standing) tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaari Kepada Usaha Mikro, Kecil,
Menengah dan Koperasi tanggal 14 Mei 2008 Nomor MOU-517.1/MK/2008,
145/KU.430/M/6/2008, PKS.6/MENHUT-V/2008, O0S/MEN-KP/KB///2008, 530.1/
M.INDAG.V/2008, 01/NKB/M.KUKMA/2008, 31/SARANA/V/2008, ADD.I/17/MOU/
X/ASKRINDO/2007, B.246-DIR/PRG/5/2008 BR!, DIR.MOU/003/2008 MAN,
DIR/021, 30/ADD/MOU/DIR/2008, 233/DIR-DMKKA\// 2008, 10/014-MOU/DIR

* Addendum I NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA (Memorandum- of Under-
standing) tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil,
Menengah dan Koperasi tanggal 12 Januari 2010 Nomor MOU-102/MK/r2010,
01/KU.00/M/172010, MK.OT/MENHUT/I/2010, 01/MEN-KP/KB//2010, 19/M.IND/I/
2010, 01/NKB/M.KUKM/1/2010, 1/JAMKRINDO/I/2010. 01/MOU/I/ASK/2010, B.06/
DIR/PRG/01/2010 BRI, DIR/001.A/2010, DIR.MOU/C03/2010, 01/MoU/DIR/2010,
MOU.002/DIR-DPKM/1/ 2010, 012/011-MOU/DIR BSM/2010.

(selanjutnya Nota Kesepahaman tersebut berikut perubahan-perubahannya
sebagaimana tersebut di atas serta perubahan-perubahannya yang akan dibuat di
kemudian hari disebut Nota Kesepahaman Bersama);

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2007, PENJAMIN dan PENERIMA JAMINAN telah
membuat - dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Tentang Penjaminan
Kredit/Pembiayaan Atas Kredit Mikro Produktif Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan
Menengah Dalam Rangka Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007
Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil Dan Pemberdayaan Usaha
Mikro, kecil Dan Menengah Nomor: PPK/PKS/21/X/2007 - Nomor: DIR/044
(selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama);

. Bahwa PENJAMIN dan PENERIMA JAMINAN bersepakat untuk membuat
Pembaharuan terhadap Perjanjian Kerjasama sebagaimana cdimaksud pada huruf “d“
tersebut di atas dengan merujuk dan berpedoman pada Peraturan dan Ketentuan
sebagai berikut, yaitu:
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2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyatdgeba(jaimar%a telah

‘diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.05/2010
tanggal 24 Januari 2010;

‘2. Surat Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana
Komite Kebijakan Penjaminan Nomor : KEP-01/D.1.M.EKON/ 01/2010 tanggal 25
Januari 2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit
Usaha Rakyat (selanjutnya disebut SOP KUR).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat
dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredi¥ Pembiayaan Bagi Usaha
Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (untuk selanjutnya disebut * Perjanjian") dengan
ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
PENGERTIAN

Dalam Perjanjian ini, kecuali dinyatakan secara tegas atau konteksnya mensyaratkan lain.
maka istilah-istilah yang penulisannya diawali dengan huruf besar sebagaimana diuraikan di
bawah ini, mempunyai arti sebagai berikut :

1. Belum Bankable © UMKMK yang belum dapat memenunhi persyaratan
perkreditan/pembiayaan dari Bank antara lain dalam
hal penyediaan agunan-dan pemenuhan persvaratan
perkreditan/ pembiayaan sesuai dengan ketentuan
Bank. ------

n

Calon Debitur KUR : Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah,
: Koperasi, Kelompok Usaha dan Lembaga Linkage. --

3. Coverage Penjaminan : Besamya prosentase risiko Penjaminan Kredit yang
diberikan oleh PENJAMIN vyaitu sebesar 70%
(tujuhpuluh persen) dar plafon KUR, sebagaimana
ditetapkan dalam Perjanjian Kredit/Akad
Pembiayaan. -—

4. End User © Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengan,
Koperasi, Kelompok Usaha (UMKMK) yang menjadi
debitur penerima KUR dari Lembaga Linkage. ---—----

5. Hari Kerja . Hari Senin sampai dengan Jumat kecuali har libur
yang ditetapkan Pemerintah, ~-—————__.

6. Imbal Jasa Penjaminan © Sejumlah uang yang diterima oleh PENJAMIN dari
(1JP) Pemerintah cq . Kementerian Keuangan atas
Penjaminan Kredit yang diberikan oleh PENJAMIN

kepada PENERIMA JAMINAN, —--- -

-
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10.

11,

12.

13.

14.

15.

PENERIMA JAMINAN

Kelompok Usaha

Klaim

Koperasi

Kredit

Kredit Usaha Rakyat
(KUR)

KUR Jatuh tempo

KUR Mikro

KUP. Ritel

PENERIMA JAMINAN yang terdiri dari sisa hutang
pokok + bunga + denda pada saat kualitas KUR
dikategorikan diragukan sesuai ketentuan Bank
Indonesia.

Kumpulan orang perorang atau badan wusaha
(UMKM) yang melakukan kegiatan usaha produktif
dan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan atau
kesamaan kondisi lingkungan untuk meningkatkan
usaha anggotanya. -———

Tuntutan pembayaran Nilai Klaim dari PENERIMA
JAMINAN kepada PENJAMIN. —-—

Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang
atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus
sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas
asas kekeluargaan.---—

Penyediaan uang oleh PENERIMA JAMINAN untuk
kepentingan Debitur berdasarkan Peranjian Kredit.---

Kredit/Pembiayaan yang diberikan oleh PENERIMA
JAMINAN kepada Terjamin berdasarkan Perjanjian-
Kredit¥ Akad Pembiayaan yang digunakan untuk
modal kerja dan atau investasi yang risiko atas
pengembaliannya dijaimin oleh PENJAMIN, yang
terdini dari KUR Ritel dan KUR Mikro. -

KUR vyang jatuh tempo berdasarkan ketentuan
Perjanjian Kredit/ Akad Pembiayaan, baik jatuh
tempo karena jangka waktu sebagaimana ditetapkan
di dalam Perjanjian Kredit/Akad Pembiayaan maupun
jatuh  tempo karena terjadinya wanprestasi
sebagaimana dimaksud di dalam Perjanjian Kredit/
Akad Pembiayaan. --~-———memeee

KUR dengan plafon sampai dengan Rp. 5.000.000.-
(lima juta rupiah), dengan suku bunga Kredit/marjin
pembiayaan  maksimal  sebesar/setara 229
(duapuluh dua persen) efektif per tahun. ——---<-—————_

KUR dengan plafon di atas Rp.5.000.000.- (lima juta
rupiah) s/d Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),
dengan suku bunga Kreditmarjin pembiayaan
maksimal sebesar/setara 14% (empatbelas persen)
efektif per tahun, ———-—.

/
/
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17.

18.

19.

21.

23.

24.

25.

Mikro

Lembaga Linkage

Nilai Klaim
{ embiayaan

Penjaminan Kredit

Perjanjian ini

Perjanjian Kredit/ Akad
Pembiayaan

Perjanjian Kredit/ Akad
Pembiayaan Yang
Dijamin

Pola Channeling

Pola Executing

Geis gmrig tesmiegmmimiimes g oo
Jasa keuangan mikro, seperti Badan Kredit Desa
(BKD), Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan
Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) yang bukan
bank dan bukan Koperasi. --

Lembaga yang menerus-pinjamkan KUR  dari
PENERIMA JAMINAN kepada End User, yaitu
Koperasi Sekunder, Koperasi Primer (Koperasi
Simpan PRinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi),
Badan Kredit Desa (BKD), Baitul Mal Wa Tanwil
(BMT), Bank Perkreditan Rakyat/Syariah
(BPR/BPRS), Lembaga Keuangan Non Bank,
Kelompok Usaha, Lembaga Keuangan Mikro. ---

Sejumlah uang yang harus dibayar oleh PENJAMIN
kepada PENERIMA JAMINAN sebagai ganti rugi atas
Jumlah Kerugian PENERIMA JAMINAN —oeoo____

Penyediaan uang berdasarkan prinsip Syariah oleh
PENERIMA JAMINAN untuk kepentingan Debitur
berdasarkan Akad Pembiayaar;. ----------

Penjaminan kredit yang dilakukan secara otomatis
bersyarat (Conditional Automatic Cover/CAC), yang
diberikan oleh PENJAMIN kepada PENERIMA
JAMINAN atas risiko pengembalian KUR tanpa

‘terlebih dahulu dilakukan evaluasi kelayakan oleh

PENJAMIN, sepanjang memenuhi persyaratan
sebagaimana tertuang dalam Perjanjian ini. -
Peranjian Kerasama Penjaminan Kredit/
Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan
Koperasi sebagaimana temyata dalam akta ini
berkut seluruh lampiran, perubahan, penambahan

dan pembaharuannya. —--———-——

Pefanjian  yang dibuat dan ditandatangani oleh
PENERIMA JAMINAN dan Terjamin sehubungan
dengan pemberian KUR. ———— :

Perjanjian Kredit/ Akad Pembiayaan atas KUR yang
Penjaminan Kreditnya telah dimintakan oleh
PENERIMA JAMINAN kepada PENJAMIN sesuai
dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perjanjian ini. —-

KUR yang diberikan oleh PENERIMA JAMINAN
kepada End User melalui Lembaga Linkage dimana
kewajiban pengembalian KUR menjadi tanggung
jawab dari End User tersebut selaku penerima KUR,

KUR yang diberikan oleh PENERIMA JAMINAN
kepada Lembaga Linkage untuk disalurkan kembali

Y m h

[ Page 5 of 21 | 4 B
/




26.

27.

28.

289,

30.

31.

32.

33.

34.

Proporsjonal

Recoveries

Risiko Slendiri Penerima
Jaminan

Sertifikat Penjaminan
Kredit

SubrogaEi

|
Surat Klaim

Surat Pe!rsetujuan
Prinsip FTenjaminan
(SP3) i

Terquit{

|
|
|

Usaha Kecil

dimana kewajiban penééﬁﬁéﬁén KUR menjadi
tanggungjawab dari Lembaga Linkage selaku
penerima KUR. -—--------

Pembagian secara proporsional antara PENERIMA
JAMINAN dan PENJAMIN, yaitu sebesar 30 (tiga
puluh) berbanding 70 (tujuh puluh)--—--- -- ——--

Penerimaan dari hasil penyelesaian (penagihan atau
penjualan/pencairan Agunan) KUR yang diterima
PENERIMA JAMINAN setelah PENERIMA JAMINAN
menarima Kiaim dari PENJAMIN yang dibagi secara
proporsional,—---

Bagian dan jumlah risiko kerugian PENERIMA
JAMINAN atas pemberian KUR yang tidak dijamin
oleh PENJAMIN sesuai Coverage Penjaminan ----—--

Bukti persetujuan Penjaminan Kredit dad PENJAMIN
atas pemberian KUR oleh PENERIMA JAMINAN
kepada Teramin sesuai dengan syarat dan
ketentuan Penjaminan yang termuat dalam Perjanjian
I wmmmm e

Pengalihan hak tagih secara proporsional dari
PENERIMA JAMINAN kepada PENJAMIN setelah
PENERIMA JAMINAN menerima pembayaran Klaim
dari PENJAMIN, ---——ene -

Perrnohonan  Klaim yang diajukan PENERIMA
JAMINAN kepada PENJAMIN. ———-oeeeeee .

Surat kesediaan PENJAMIN untuk menjamin Kredit
yang telah diberikan atau yang akan diberikan oleh
PENERIMA JAMINAN. -=-eeeeeee

Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah,
Koperasi, Kelompok Usaha dan Lembaga Linkage
yang menerima’ KUR dari PENERIMA JAMINAN
berdasarkan Peranjian Kredit/ Akad Pembiayaan,
yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah,
Koperasi, Kelompok Usaha dan Lembaga Linkage
yang termasuk dalam Usaha Produktif dan layak
namun Belum Bankable atau disebut juga “Debitur
KUR", -

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha
yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar

/
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35.

36.

37.

38.

Usaha Layak

Usaha Menengah

Usaha Mikro .

Usaha Produktif

a. memiliki kekayaan bersih lebih dan Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha; atau —----cceeeo_

b. memiliki hasil penjualan tahunan febih dari
Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua
milyar lima ratus juta rupiah). ---e---eceeeeooo__

Usaha gari Calon Debitur KUR yang
menguntungkan/memberikan laba sehingga mampu
membayar bunga/marjin dan mengembalikan seluruh
hutang/kewajiban pokok KUR dalam jangka waktu
yang disepakati antara PENERIMA JAMINAN
dengan Terjamin dan memberikan sisa keuntungan
untuk mengembangkan usahanya.--------ceee oo

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendir, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha
yang .bukan merupakan anak perusahaan atau
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi  bagian baik langsung maupun tidak
langsung dengan Usaha Besar dengan jumiah
kekayaan tersih atau hasil peniualan tahunan yang
memenuhi krteria’ --—- - : )

a. memiliki kekayaan bersih lebih  dari Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000.00
(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha; atau --——---——---

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp.2.500.000.000,G0 (dua milyar lima ratus juta
rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). -

Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria: ---

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
AtAUY e

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak
Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). ------.-

Usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa
untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan
pendapatan bagi pelaku usaha.—-
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RUANG LINGKUP

-Maksud dan tujuan dari Perjanjian iri adalah untuk memberikan Penjaminan Kredit dan
PENJAMIN kepada PENERIMA JAMINAN atas risiko pengembalian KUR yang diberikan
kepada Terjamin.
Pasal 3
OBYEK PENJAMINAN

(1). Obyek Penjaminan Kredit adalah KUR yang diberikan PENERIMA JAMINAN kepada
Debitur sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

{2). Keputusan (persetujuan atau penolakan) pemberian KUR sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) Pasal ini sepenuhnya menjadi kewenangan PENERIMA JAMINAN
sesuai ketentuan KUR yang berlaku pada PENERIMA JAMINAN.

Pasal 4
KRITERIA CALON DEBITUR KUR

Calon Debitur KUR yang dapat memperoleh KUR harus memenuhi Kriteria sebagai
berikut :

(1). Kriteria dan persyaratan Calon Debitur KUR:

1.1 Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dan

perbankan dan/atau Kredit Program dari Pemerintah, yang dibuktikan dengan
hasil Sistem infermasi Debitur Bank ‘ndonesia pada saat permohonan kredit/
pembiayaan diajukan, kecuali Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan
Bermotor, Kartu Kredit dan kredit konsumtif lainnya; ‘
Dalam hal Calon Debitur KIUR masih memiliki baki debet yang tercatat pada
Sistein Informasi Debitur Bank Indonesia, tetapi yang bersangkutan sudah
melunasi pinjamannya, maka diperlukan CSurat Keterangan Lunas/Roya
dengan lampiran cetakan rekening dari Bank pember kredit/pembiayaan
sebelumnya;

1.3 Untuk Calon Debitur KUR yang akan meminjam KUR Mikro, baik yang

disalurkan secara langsung maupun tidak langsung, tidak diwajibkan untuk
dilakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.

=3
a8 ]

(2). Kriteria dan persyaratan Lembaga Linkage dengan Pola Executing :

21 Lembaga Linkage diperbolehkan sedang memperﬁiieh kredit/pembiayaan dari
perbankan.

22 Lembaga Lin~age tidak sedang memperoleh Kredit Program Pemerintah.

.23 Lembaga Linkage bertanggung jawab atas pengembalian KUR yang diterima
dar PENERIMA JAMINAN.

24 KUR yang dijamin oleh PENJAMIN adalah KUR yang diterima oleh Lembaga
Linkage yang masih termasuk dalam kriteria Calon Debitur KUR sebagaimana
dimaksud dalam Perjanjian ini.

(3). Kriteria dan persyaratan Lembaga Linkage dengan Pola Channeling :
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perbankan maupun Kredit Program Pemerintah.

3.2 Jumlah KUR yang disalurkan oleh PENERIMA JAMINAN melaiui Lembaga
Linkage adalah sesuai dengan daftar nominatif UMKMK-end-user Calon
Debitur KUR yang diajukan oleh Lembaga Linkage.

3.3 Atas penyaluran KUR tersebut, Lembaga Linkage berhak memperoleh fee dari

PENERIMA JAMINAN yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan
dengan PENERIMA JAMINAN

3.4 UMKMK-end-user Debitur KUR bertanggung-jawab atas pengembalian KUR
kepada PENERIMA JAMINAN.

3.5 KUR yang dijamin oleh PEMJAMIN adalah KUR yang diterima oleh UMKMK-
end-user Debitur KUR.

Pasal 5§
KETENTUAN KUR

Plafon dan suku bunga/marjin KUR yang dapat diberikan oleh PENERIMA JAMINAN
kepada Calon Debitur KUR yang akan digunakan untuk modal kerja maupun untuk
investasi, diletapkan sebagai berikut: :

(1). Plafon dan suku bunga/marjin KUR Mikro adalah setinggi-tingginya sebesar
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tingkat bunga/maryn maksimal
sebesar/setara 22 % (dua puluh dua persen) efektif pertahun.

(2). Plafon dan suku bunga/marjin KUR Ritel adzlah di atas Rp.5.000.000,- (ima juta
rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000 - (hma ratus juta rupiah) dengan tingkat
- bunga/marjin maksimal sebesar 14 % (empat belas persen) efektif per tahun. '

(3). Plafon dan suku bunga/marjin KUR kepada Lembaga Linkage dengan Pola
Executing adalah maksimal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
dengan tingkat bunga/marjin muksimal sebesar 14 % (empat belas persen) efektif
per tahun, dan

Plafon KUR dan suku bunga/marjin KUR dari Lembaga Linkage kepada End-
User dari Lembaga Linkage maksimal .sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta
rupiah) dengan’ suku bunga/marjin maksimal sebesar 22% (duapuluh dua persen)
efektif per-tahun. : .

(4). Plafon KUR dan suku bunga/marjin KUR kepada End User dari Lembaga
Linkage dengan Pola Channeling adalah sesuai dengan daftar nominatif dari End- -
User KUR yang diajukan oleh Lembaga Linkage, dengan tingkat bunga sesuai
ketentuan KUR Ritel atau KUR Mikro.

(5). Plafon KUR dan suku bunga/marjin KUR yang diberkan secara langsung oleh
PENERIMA JAMINAN kepada Kelompok Usaha adalah sesuai dengan ketentuan
plafon KUR Mikro atau plafon KUR Ritel.

(6). Jangka waktu KUR :

6.1. Jangka wakiu KUR tidak melebihi 3 (tiga) tahun untuk modal kerja dan 5 (lima)
tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.

6.2. Dalam hal diperukan perpanjangan, suplesi, dan restrukturisasi maka jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 6.1 dapat diperpanjang menjadi
maksimal 6 (enam) tahun untuk kredit/ pembiayaan modal kerja dan 10

(Pagc9ora1 _ _LA[_%_Y ]
Y g

/



).

(2).

(3).

perfjanjian kredit awal.
Agunan dan Pengikatan :

7.1, Agunan Pokok adalah kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai.

7.2. Agunan Tambahan adalah sesuai dengan ketentuan KUR pada PENERIMA
JAMINAN,

Pasal 6
PERPANJANGAN, TAMBAHAN PLLAFON (SUPLESI)
DAN RESTRUKTURISASI

Terjamin yang usahanya meningkat atau memerlukan tambahan kredit/pembiayaan
(plafon) dapat diberikan perpanjangan berupa tambahan plafon kredit/pembiayaan
maupun jangka waktu tanpa menunggu KUR yang bersangkutan dilunasi, dengan
ketentuan :

1.1 Debitur yang bersangkutan masih belum dapat dikategorikan bankabie,
1.2 Total pinjaman setelah penambahan tidak melebihi

a. Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk KUR Mikro; atau

b. Rp.SOO.DO0.0QO.- (lima ratus juta rupiah) untuk KUR Ritel: atau

¢. Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk KUR yang diberikan kepada
Lembaga Linkage dengan pola executing.

- 1.3 Penambahan (suplesi) tersebut dapat digunakan untuk miodal kerja dan atau

investasi pada usaha yang sama.

1.4 Ketentuan lainnya, sesuai dengan Ketentuan KUR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 Perjanjian ini.

Terjamin yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai dengan
Ketentuan yang berlaku pada PENERIMA JAMINAN, dengan ketentuan :

2.1 Tidak diperbolehkan ada penambahan plafon KUR.

2.2 Ketentuan lzinnya sesuai dengan Ketentuan KUR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 Perjanjian ini.

2.3 Terhadap KUR yang di restrukturisasi tidak menggugurkan Hak Kia:m dari
PENERIMA JAMINAN kepada PENJAMIN.

Dalam hal PENERIMA JAMINAN melakukan perubahan atau perpanjangan,

- tambahan plafon (suplesi) dan restrukturisasi KUR, maka PENERIMA JAMINAN

wajib melaporkan perubahan atau perpanjangan atau restruktur KUR tersebut
kepada PENJAMIN.

Pasal7
SYARAT BERLAKUNYA PENJAMINAN

Penjaminan Kredit yang diberikan oleh PENJAMIN kepada PENERIMA JAMINAN
berdasarkan Perjanjian ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
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(1). KUR yang direalisasikan telan sesya daengan Ketentuan KUR yang beriaku pada

(2).

(3).

PENERIMA JAMINAN.

Data dan keterangan tentang Terjamin dan atau usaha Terjamin yang disampaikan
kepada PENJAMIN telah lengkap sesuai form 1 atau form 2 tedampir.

Perjanjign ini yang juga berfungsi sebagai Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan

(SP3) untuk penjaminan yang dilakukan secara otomatis bersyarat (Conditional
Automatic Cover/CAC).

Pasal 8
RISIKO KERUGIAN YANG DIJAMIN

PENJAMIN wajib memberikan penggantian Jumlah Kerugi.n Penerima Jaminan (Klaim)
kepada PENERIMA JAMINAN, bilamana risiko kerugian yang diderita oleh FENERIMA
JAMINAN disebabkan oleh salah satu dari hal-hal berikut -

(1).

(2).

(1).

Terjamin tidak dapat melunasi kewajiban KUR pada saat KUR jatuh Tempo atau
KUR Terjamin telah memenuhi persyaratan kolektibilitas 4 (diragukan) sesuai
dengan ketentuan Bank Indonesia.

Dalam hal Terjamin telah masuk dalam kolektibilitas 4 (diragukan), kemudian karena
adanya perbaikan kolektibilitas maka Risiko Kerugia.i Yang Dijamin ditetapkan sejak

kolektibilitas 4 (diragukan) yang terakhir sepanjang masih dalam jangka waktu
Penjaminan Kredit.

Terjamin -dinyatakan dalam keadaan I/nsolvent (tidak mampu melaksanakan
kewaiiban) sebelum atau setelah KUR yang bersangkutan memenuhi persyaratan
kolektibilitas 4 (diragukan) sesu:i dengan ketentuan Bank Indonesia. Syarat-syarat

untuk dinyatakan dalam keadaan insolvent itu harus memenuhi salah satu darn hal
berikut:

a. Terjamin dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berwenang.

b. Terjamin dikenakan likuidasi berdasarkan keputusan tetap Pengadilan yang
berwenang.

~ €. Terjamin sepanjang bukan Badan Hukum, berada di bawah pengampuan.

Pasal 9
RISIKO KERUGIAN YANG TIDAK DIJAMIN

PENJAMIN tidak menanggung risiko kerugian, dalam hal kerugian tersebut
disebabkan oleh salah satu dari hal-hal berikut yang secara langsung berakibat pada
usaha Terjamin, sehingga Terjamin tidak dapat melunasi kewajiban KUR yaitu:

a. Bencana alam nasional (atau wabah penyakit menular pada manusia’ hewan
berkuku/unggas) yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

b. Reaksi Nuklir, sentuhan radioaktif, radiasi dan reaksi inti atom.

Peperangan atau dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan darurat perang di

seluruh atau di sebagian wilayah Indonesia yang dinyatakan oleh Pemerintah
Pusat.

d. Huru-hara atau kerusuhan politik skala nasional.
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Q).

(2).

(3).

(1).

memberikan persetujuan tersebut

[&]

Menandatangani dan mengirimkan kembali fotecopy atau tindasan dari
Sertifikat Penjaminan Kredit tersebut kepada PENJAMIN yang akan digunakan
oleh PENJAMIN untuk melakukan penagihan Imbal Jasa Penjaminan kepada
Pemerintah cq Kementerian Keuangan. -

Untuk penyaluran Kredit Linkage Pola Channeling dengan total penyaluran di atas

Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah), maka PENJAMIN diikutsertakan dalam

pembahasan rencana penyaluran bersama-sama dengan PENERIMA JAMINAN

PENERIMA JAMINAN menyatakan bahwa seluruh kelengkapan berkas administrasi

KUR Terjamin adalzah lengkap dan disimpan di PENERIMA JAMINAN, yang
meliputi .- -

a. Identi.as dan atau legalitas Terjamin.
b. SP3K/Offering Letter.

. Pefqanjian Kredit/Perjanjian Pembiayaan atau surat pengakuan hutang dan
perubahannya (jika ada) atau dokurmen sejenis lainnya.

d. Hasil SID Bank Indonesia untuk KUR Ritel den khusus untuk KUR Mikro tidak
diwajibkan ada hasil SID Bank Indonesia.

e. Anciisa proposal Kredit yang dibuat oleh PENERIMA JAMINAW.

Berkas administrasi KUR Terjan in sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini

"harus disampaikan secara lengkap kepada PENJAMIN pada saat pengajuan Klaim.

Pasal iz
IMBAL JASA PENJAMINAN

Imbal Jasa Penjaminan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN) Pemerintah cq Kementerian Keuangan.

Perhitungan dan besamya tarif Imbal Jasa Penjaminan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) Pasal ini juga berlaku untuk KUR perpanjangan, tambahan pinjaman
(suplesi), dan Restrukturisasi.

Tata cara penagihan dan pembayaran Imbal Jasa Penjaminan diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor- 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008
tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2010 tanggal 24
Januari 2010, termasuk dengan segala perubahannya dan Perjanjian Kerjasama
Penjaminan (PKP) antara Kementerian Keuangan RI dengan PENJAMIN.

Pasal 13
TIMBULNYA HAK KLAIM

Hak Klaim dari PENERIMA JAMINAN kepada PENJAMIN timbulterbit seketika
apabila terjadi Risiko Kerugian Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

Perjanjian ini.
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(3).

(4).

Tata
(1).

(2).

3).

apabila pengajuan Surat Klaim dari PENERIM-AJAMINAN“ kep’a&;_PIE;\l—JA‘r.\A‘IKJ
melewati 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak KUR Jatuh Tempo.

Dalam hal Terj;min teiah masuk dalam kolektibilitas 4 (diragukan), kemudian karena
a_dan)(a perba:kar_n kKolektibilitas maka perhitungan daluwarsa ditetapkan sejak

Dalam hal Terjamin telah masuk dalam kolektibilitas 4 (diragukan), dan sudah
diajukan Klaim, namun PENJAMIN belum melakukan pembayaran terjadi perbaikan
kolektibiltas, maka PENERIMA JAMINAN dapat membatalkan perrmohonan Klaim

secara tertulis kepada PENJAMIN tanpa membatalkan hak Klaim dari PENERIMA
JAMINAN.

Pasal 14
TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

cara pengajuan Klaim diatur sebagai berikut

Sebelum mengajukan Surat Klaim, PENERIMA JAMINAN berkewajiban melakukan
upaya penyelamatan atau penagihan kepada Terjamin sesuai dengan ketentuan
KUR yang berlaku pada PENERIMA JAMINAN.

PENERIMA JAMINAN berhak mengajukan Surat Klaim dalam waktu paling lambat
180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak KUR Jatuh Tempo.

Pengajuan Surat Klaim dapat dilaksanakan setelah terbittimbulnya hak Klaim, yang
pengajuannya dapat dilakukan secara individual maupun. secara kolektif dengan

- mempergunakan form 3 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 Perjanjian ini.

(5).

Surat Klaim yang diajukan PENERIMA JAMINAN harus dilampir dengan:’

a. Copy Serifikat Penjaminan Kredit, dalam hal pengajuan Klaim bagi Terfjamin
individu maka apabila Klaim disetujui, PENJAMIN akan meminta asli Sertifikat
Penjaminan Kredit tersebut.

b. Berita Acara Klaim yang memuat perhitungan jumiah tunggakan kewajiban KUR
Terjamin yang ditandatangani oleh Terjamin dan PENERIMA JAMINAN. dalam
hal Terjamin tidak dapat menandatangani Berita Acara tersebut, maka Berita
Acara tersebut cukup ditandatangani oleh PENERIMA JAMINAN dengan
menyampaikan alasannya.

c. Foto copy rekening pinjaman Terjamin selama 3 (tiga) bulan terakhir sebélum
timbulnya hak Klaim.

d. Foto copy Surat Peringatan atau Surat Penagihan 1, 2, 3 dari PENERIMA
JAMINAN kepada Terjamin.

. Seluruh foto copy kelengkapan berkas administrasi KUR Terjamin sebagaimana
- dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) Perjanjian ini.

PENJAMIN berkewajiban menginformasikan secara tertulis kepada PENERIMA
JAMINAN apabila lampiran-lampiran Surat Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) Pasal ini, belum diteima secara lengkap paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja
sejak tanggal surat pengajuan Klaim diterima.
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).

(8).

(@).

@).

(3).

(4).

(5).

(6).

dfmqksud pada ayat (4) Pasal ini, paling lambat 3 (tiga) bulan 'sejak tan'ggavl
diterimanya surat pemberitahuan terakhir dari PENJAMIN

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini, tedampaui

~ dan PENERIMA JAMINAN belum memenuhi kekurangan lampiran sebagaimana

yang dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, maka PENJAMIN mengingatkan kembali
secara tertulis kepada PENERIMA JAMINAN atas kekurangan berkas pengajuan
Klaim tersebut.

Dalam hal PENJAMIN secara tertulis telah mengingatkan kembali kekurangan
berkas lampiran kepada PENERIMA JAMINAN dan PENERIMA JAMINAN beium
melengkapi “kekurangan berkas lampiran tersebut tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan, maka PENJAMIN tidak berkewajiban membayar Klaim.

Dalam hal tefadi Klaim dari PENERIMA JAMINAN dan persyaratan Klaim telah
dipenuhi untuk dibayar, sedangkan PENJAMIN belum menerima Imbal Jasa
Penjaminan (IJP) dari Pemerintah, maka PENJAMIN harus melakukan pembayaran
atas tuintutan klaim tersebut.

Pasal 15
KEH'UTUSAN KLAIM

PENJAMIN memberikan keputusan atas Klaim yang diajukan PENERIMA JAMINAN
paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak berkas
pengajuan Surat Klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) Perjanjian

ini diterima secara lengkap oleh PENJAMIN.

Bila dipandang perlu, PENJAMIN dan atau PENERIMA JAMINAN secara sendiri-
sendin atau bersama-sama dan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini, dapat melakukan penelitian lapangan sebelum memberikan
keputusan atas Klaim dari PENERIMA JAMINAN.

Dalam hal Klaim diputuskan disetujui oleh PENJAMIN, maka PENJAMIN
menvampaikan surat persetujuan Klaim kepada PENERIMA JAMINAN yang
memuat:

a. Jumlah Klaim yang diajukan PENERIMA JAMINAN.
b.” Jumiah Klaim yang akan dibayar oleh PENJAMIN.
c. Jumiah Risiko Sendiri PENERIMA JAMINAN.

Bila pengajuan Kilaim diputuskan ditolak. maka PENJAMIN menyampaikari surat
penolakan Klaim kepada PENERIMA JAMINAN dalam wakiu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan menyebutkan alasan penolakan.

PENERIMA JAMINAN berhak melakukan bantahan atas penolakan Klaim atau
besarnya jumiah Klaim yang akan dibayar sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat
(4) Pasal ini paling lambat 15 (lima belas) Hari Kerja sejak diteimanya surat
penolakan Klaim atau persetujuan Klaim.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah berakhir,
sedangkan PENJAMIN belum memberkan keputusan atas Klaim, maka
pemmohonan Klaim dinyatakan telah disetujui oleh PENJAMIN dan PENJAMIN harus
segera menerbitkan surat persetujuan Klaim kepada PENERIMA JAMINAN.
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(2).

persetujuan Kiaim _kepa_da PENERIMA JAMINAN paling lambat dalam jangka waktu
15 (lima belas) Hari Kerja sejak tanggal surat persetujuan Kiaim.

Pasal 16
BESARNYA KLAIM

Besamya Nilai Klaim untuk KUR yang harus dibayar oleh PENJAMIN kepada
PENERIMA JAMINAN adalah sebesar:

[ : -
- 70 % (tujuh puluh persen) x Jumlah Kerugian PENERIMA JAMINAN dengan |
| setinggi-tingginya sebesar 70% (tujuh puluh persen) x plafon KUR.

| |

Bagian dan jumlah kerugian yang tidak digantikan oleh PENJAMIN merupakan
Risiko Sendiri PENERIMA JAMINAN

. Pasal 17
BATALNYA HAK PENERIMA JAMI!NAN ATAS KLAIM

Hak PENERIMA JAMINAN untuk mengajukan Kla.m kepada PENJAMIN menjadi batal
apabila terjadi salah satu dar hal-hai berikut:

(1).

2%

" {3).

(1).

@).

©F

(4).

(S)-

KUR yang direalisasikan tidak sesuai dergan Ketentuan KUR yang berlaku pada
PENERIMA JAMINAN.

Daiam hal PENERIMA JAMINAN tidak melaporkan perubahan atau perpanjangan,
penambahan plafon (suplesi) dan restrukturisasi KUR sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3) Peranijian ini.

Pengajuan Klaim sudah daluwarsa sebagaimana ditetapkan pada Pasal 13 ayat (2)
dan Pasal 14 ayat (2) Perjanjian ini.

Pasal 18
KEWAJIBAN PENERIMA JAMINAN

Melaksanakan pemberian KUR sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perjanjian ini.

Mengajukan Penjaminan Kredit sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) Perjanjian '
ini. ' :

Memberikan semua data sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) Peranjian
ini kepada PENJAMIN.
Memberikan tembusan kepada PENJAMIN, paling lambat tanggal 20 bulan
berikutnya atas Laporan Kolektibilitas KUR, sebagaimana yang disampaikan kepada
Komite Kebijakan KUR.

PENERIMA JAMINAN diperbolehkan melakukan penjualan/pencairan agunan
Terjamin dengan ketentuan :

a. Dalam hal penjualan/pencziran Agunan tersebut dilakukan sebelum adanya
pembayaran Klaim dari PENJAMIN, maka hasil penjualan agunan tersebut
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(1).

(2).

(1).

@)

A).

(4).

bersangkutan secara proporsjonal.

b.  Dalam hal penjualan/pencairan Agunan tersebut dilakukan sebelum adanya

pembayaran Kiaim dari PENJAMIN dan nilai penjualan Agunan dapat

~ menyelesaikan kewajiban KUR Terjamin, maka hasil penjualan agunan tersebut

digunakan'untuk menurunkan hutang pokok KUR dan kewajiban bunga dan
atau denda dari Tefjamin yang bersangkutan.

c. PENER!M_A JAMINAN  melaporkan kepada PENJAMIN atas penjualan
/pencairan agunan tersebut di atas.

Pasal 19
KEWAJIBAN PENJAMIN

Menerbitkan dan menyampaikan Sertifikat Penjaminan Kredit kepada PENERIMA
JAMINAN dalam jangka waktu sebagaimana Pasal 11 ayat (1) Perjanjian ini.

Melaksanakan pembayaran Klaim kepada PENERIMA JAMINAN setelah
dipenuhinya syarat-syarat pembiyaran Klaim, termasuk dalam hal ‘erjadi keadaan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (9) Perjanjian ini.

Menembuskan kepada PENERIMA JAMINAN paling lambat tanggal 20 bulan
berikut~ya atas Laporan Pengajuan penjaminan kredit/pembiaya..n; Pengajuan kiaim
kredit/pembiayaan; Realisasi pembayaran Klaim, persentrse Non Performing
Guarantee (NPG); Klaim yang masih dalam proses; Klaim yang ditolak,
sebagaimana yang disampaikan kepada Komite Kebijakan KUR.

Pasal 20
SUBROGASI

Klaim yang telah dibayar oleh PENJAMIN kepada PENERIMA JAMINAN, tidak
membebaskan Terjamin dar kewajibannya untuk melunasi kewajiban KUR dan
PENERIMA JAMINAN tetap melakukan penagihan.kepada Terjamin.

Dalam hal PENJAMIN telah melaksanakan pembayaran Klaim kepada PENERIMA
JAMINAN, maka PENJAMIN memiliki Subrogasi atau Recovenes baik yang berasal

dar hasil penagihan maupun yang berasal dari hasil penjualan/pencairan Agunan
Terjamin.

Dalam hal terdapat Agunan likuid (berupa deposﬂ-o/cash colateral), maka dalam
jangka -waktu 30 (tiga puluh) hari kaiender sejak dilakukan pembayaran Klaim.

Agunan likuid tersebut agar dicairkan sesuai ketentuan dan persyaratan PENERIMA

JAMINAN dan menjadi Subrogasi atau Recoveries.

PENERIMA JAMINAN membantu penyelesaian Recoveries sampai dengan jumiah

yang sama dengan jumlah pembayaran Klaim dari PENJAMIN kepada PENERIMA
JAMINAN.

. Subrogasi atas Recovenes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini akan

dibagi untuk PENERIMA JAMINAN dan PENJAMIN secara proporsional menurut
perbandingan kerugian PARA PIHAK. :

. Dalam batas waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya

setoran yang berasal dari Recoveries Terjamin, maka PENERIMA JAMINAN wajib

[
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(7).

(1).

(2).

yang ditunjuk.

Terhadap kerugian yang diderita Terjamin yang disebabkan oleh risiko-risiko yang
tercakup dalam polis asuransi kerugian dengan Bankers Clause PENERIMA
JAMINAN, maka setelah diperhitungkan dengan nilai ganti rugi berdasarkan Polis
Asuransi Kerugian tersebut, sisa kerugian menjadj kerugian yang dijamin oleh

'PENJAMIN.

Pasal 21
KERAHASIAAN

PARA PIHAK wajib merahasiakan semua data, laporan atau dokumen lainiya yang
berkaitan dengan Perjanjian ini, yang berada dalam penguasaar FARA PIHAK
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semua data berupa
laporan atau dokumen lain yang disampaikan PARA PIHAK kepada Pihak lainnya
dalam rangka pelaksanaan Penanjian ini akan dianggap sebagai informasi yang
bersifat khusus dan menjadi hak milik PARA PIHAK.

PARA PIHAK dan pegawai PARA PIHAK serta pihak lain yang terkait dengan PARA
PIHAK tidak diperbolehkan menceritakan atau membhocorkan kepa:- orang atau
perusahaan lain perihal rahasia bank atau informasi rahasia lain yang dipercayakan
kepada mereka dalam rangxa pelaksanaan Perjanjian ini.

PARA PIHAK setuju untuk menjaga kerahasiaan data PARA PIHAK c2bagaimana
pihak tersebut melindungi kerahasiaan miliknya. Akses atas informasi rahasia harus
dibatasi hanya berlaku terbatas bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
Peranjian ini.

Pasal 22
EVAl.UASI

PARA PIHAK akan mengadakan evaluasi secara periodik atas pelaksanaan Perjanjian

ini.

(1)-

@).

@3).

Pasal 23 )
MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Peranjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal i2 Februari
2010 dan diperpanjang secara otomatis, untuk jangka waktu dan ketentuan yang
sama sebagaimana dimaksud dengan Perjanijian ini.

Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dengan mengesampingkan ketentuan-
ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PARA PIHAK
dapat mengakhiri masa berlakunya Perjanjian ini.

Dalam hal Peranjian ini akan iliakhii oleh salah satu Pihak, maka Pihak yang
menghendaki berakhirmya Perjanjian ini wajib menyampaikan pemberitahuan
secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal
berakhirnya Perjanjian yang diusulkan untuk disetujui Pihak lainnya.

Dalam hal Perjanjian ini berakhir dikarenakan sebab-sebab apapun, maka PARA
PIHAK tetap diwajibkan untuk memenuhi semua hak dan kewajiban yang timbul

b
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(1).

).

(3).

(4).

(1).

).

(3).

(4).

selanjutnya PARA PIHAK setuju untuk tidak akan mengadakan PENJAMINAN
KREDIT yang baru berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 24
PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN N

Peranjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal terfjadi perselisihan dalam manafsirkan dan melaksanakan Perjanjian ini,
maka PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua) bulan.

Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapw.. dalam musyawarah, maka PARA
PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian tersebut melalui Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat.

Untuk Peranjian ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilin tempat kedudukan
hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat. ‘

Pasal 25
LAIN LAIN

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini maupun psrubahan
yang periu dilakukan, akan diatur kemudian berdasarkan- permufakatan bersama
oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu Addendum atau dalam surat
menyurat yang disetujui oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang
tidak dapat dipisahkan dan Perjanjian ini.

Dalam hal terjadi perbedaan antara klausula yaing-tercantum dalam Perjanjian ini
dengan klausula yang tercantum dalam Sertifikat Peniaminan, maka yang berdaku
adalah klausula yang tercantum dalam Perjanjian ini.

Peranjian ini dan seluruh hak dan kewajiban yang terdapat dalam Peranjian ini tidak
dapat dialihkan oleh PARA PIHAK tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak
lainnya.

Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh
saiah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini, ditakukan dengan pos
tercatat, facsimili atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir interen dari masing-
masing pihak ke alamat yang tersebut di bawah ini:

PENJAMIN
PT (Persero) ASURANSI KREDIT INDONESIA
JIi. Angkasa Blok B-9 Kav. No. 8
Kemayoran Jakarta 10610.
Telp 1021 - 6546471, 6546472
Fax :021-6546483, 6546484, 6546532
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PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Thk
Divisi Usaha Kecil
Jalan Jenderal Sudirman kav. 1 Lt.11
Jakarta Pusat
Telp (021) 5728614 , 2511946
Fax (021) 5728644

Divisi Usaha Syariah
~alan Jenderal Sudirman kav. 1 Lt.22
Jakarta Pusat
Telp (021) 5728674
Fax (021) 2511153

(5). Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan atau komunikasi ke alamat
tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan
tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (skspedisi) atau tanda
terima lain yang diterbitkan oleh pengirir-.

b. Pada Hari Kalender ketujuh, apabila pemberitahuan tersebut dikiimkan per
pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat.

c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebu: dikirmkan melalui
faksimili dengan hasil baik.

(6). Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di ztas atau alamat terakhir
yanq tercatat rada masing-masing pihak, maka perubahan tersebui harus
diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain. dalam Perjanjian ini selambat-
lambatnya 7 (tujuh) Har Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud beraku efektif.
Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau
. pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Peranjian ini dianygap telah diberikan
semestinya dengan pengiriman surat atau pemberitahuan itu dengan pos tercatat
atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir interen yang ditujukan ke alamat di
atas atau alamat teraxhir yang diketahuiftercatat pada masing-masing pihak.

Pasal 26
KETENTUAN PERALIHAN

Terhitung sejak tanggal 12 Februari 2010, maka penyaluran KUR kepada TERJAMIN
termasuk perpanjangan, penambahan piafond (suplesi) dan Restrukturisasi KUR berlaku
ketentuan dan persyaratan penyaluran KUR serta Penjaminan Kredit sebagaimana
dimaksud dalam Perjanjian ini.

Pasal 27
PENUTUP

(1). Pefnanjian ini merupakan pembaharuan atas Perjanjian Kerjasama Tentang
Penjaminan Kredit/Pembiayaan Atas Kredit Mikro Produktif Bagi Usaha Mikro, Kedil,
Oan Menengah Dalam Rangka Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun
2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil Dan
Pemberdayaan Usaha Mikro, kecil Dan Menengah Nomor: 26/Sarana/X/2007 -

b

- | Puge 20 of 21 | ;{*
s
LA




terhitung sejak tanggal mulai berlakunya perjanjian ini, yaitu terhitung sejak tanggal
12 Februar 2010, maka Perjanjian Lama dinyatakan menjadi tidak beraku lagi,
kecuali untuk KUR Terjamin yang sedang berjalan sampai dengan KUR Terjamin
yang bersangkutan dilunasi atau diselesaikan melalui penyelesaian Klaim.

(2). Segala Hak dan kewajiban yang belum diselesaikan berdasarkan Peranjian
Kerjasama Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Atas Kredit Mikro Produktif Bagi
Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Rangka Pelaksanaan Instruksi Presiden
Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor RIil
Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Nomor: 26/Sarana/X/2007 -
Nomer: DIR/045 tanggal 22 Oktober 2007 yang diakhiri sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) Pasal ini, masih tetap berlaku dan tunduk pada ketentuan yang telah
disepakati dalam Perjanjian Kerjasama tersebut sampai dengan hak dan kewajiban
tersebut selesai dipenuhi oleh PARA PIHAK.

(3). Surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan
Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian
ini, sehingga Perjanjian ini tidak akan dibuat tanpa adanya surat-surat, dokumen-
dokumen dan lampiran-lampiran dimaksud.

(4). PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa Pihak-Pihak yang menandatangani

" Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya/lampiran adalah merupakan Pihak-Pihak

yang-berfiak dan berwenang mewakili PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan
dalam anggaran dasar atau ketentuan yang berlaku pada PARA PIHAK.

__ {5). Segala biaya yang renyangkut Perjanjian ini seperti bea materai menjadi beban
masing-masing Pihak. = —

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanygal, bulan dan tahun
sebagaimana tersebut di atas dengan itikad baik, dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas
yang bermeterai cukup, masing-masing isinya sama dan mempunyai kekuatan hukum
yang sama bagi PENERIMA JAMINAN dan PENJAMIN.

PENERIMA JAMINAN % PENJAMIN
PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tok  PT. (Persere}-ASURANSI KREDIT INDONESIA

GATOT MUDIANTORO SUWONDO CHAIRUL BAHRI
Direktur Utama Direktur Utama
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PERMINTAAN PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT

UNTUK KREDIT BARU

/

Lampiran 1 -

NOMOR: ........ 2y
PERIODE BULAN ......... TAHUN ...ocooererenosnic
DARI TANGGAL % erenspm
S.D. TANGGAL
No DATA TERJAMIN AKAD KREDIT Jenis Plalond Kreon Sekior Jangka Waktu Agunan Tambalan (bila ada) Jumilana Kilararden
Urut Nama Alamat Nomeor ljin Nomor Tanggal Kredit Usaha Jumiah Mulai Sampai Macaim Can Nilai Tenaga (...,'n
Usaha/KTP PK (KIKMK) (=) Bulan Jari Dengan Agurian Pengikatan | Pasar wajai Kerja !
4] (2) (3) (4) (5) (6) {7 (8) (9} (19) (1) (12) (13) (14) (15) (16) a7
Jumiah . T i
Catalan . Jekanta, . ... ...
*) Diisi nomor surat Kanca Bank........ .. . PT. Bank .
Kantor Cabang

**) Diiisi nomor sandi sektor ekonomi mengacu pada
SE NOSE.S.35-DIR/ADK/09/2005 tgl. 22-08-2005 lentang Sistem Informasi Debitur

") Diisi Banker's Clause , bagi yang ada agunan dan ditutup asuransi kerugian

****)Seluruh berkas Terjamin dimaksud tersebut diatas disimpan oleh Bank

Femunpin Cabas




FERMINTAAN PENJAMINAN KRED!T USAHA RAKYAT

UNTUK KREDIT PERPANJANGAN/SUPLESI/RESTRUKTUR

rere

PERIODE BULAN ...
DARI TANGGAL

5.0. TANSGAL

Lampiran 2
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RH AN RAKYAT Lampiran 3
NOMOR. evssios T
PERIODE BULAN ... TAWUN
$.0. TAGGAL § B
'
[ ] i TUNTUTAN
DATA KREDIT DATA PENJAMINAN AGUNAN TAMBAHAN (24a wda} DATA KERUGAN PENCARAN
PEN AN Tiecakan yorg sxen
N Namas A
0. Janpa T
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mara. 1580V 2010

Nomor USK/2/ L2-9¢8
Lamo. 1 (satu) sat. .
Kepada :

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbox

Segenap Sentra Kredit Kecil (SKC)
Sagenap Cabang Stand Alone (STA)

Pearihal Penyampaian revisi Patun

MoU tanggal16.09.2010

Addendum |li MoU KUR tanggal 16.09.2010

ik Pelaksanaan {Juklak) KUR sesuai Add. il

Surat USK No. USK/2.1/2015 tanggal 06.10.2010

Menunjuk surat tersebut diatas perinal pada pekok surat, dengan im kami sampaikan nal-hal

sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan kembali

penyaluran dan siekiifitas KUR, pemvaintah

mencanangkan program revitalisasi KUR pada tahun 2010 antara lain dengan raiaksasi

pengaturan penyaluran KUR.

i

lak KUR sesuai Addendum Il Mol ianggai

15.09.2010 telah kami sampaikan sebelumnya cf. Surat USK diatas.

2. Point point penyempurnaan/revisi juk
3

juklak KUR untuk dapat dijadikan pedom
1. Lain lain :

a. Pembiayaan tanaman keras diluar

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, terlampir kami kiricikan penyempurnaan/t2visi

an pelaksanaan.

yang tercantum dalam juklak (tanaman saxae,

coklat dan sawit) agar dikoordinasikan terlebih dahulu kepada USK.

b. Juklak pembiayaan KUR kepada TKI

akan kami kirimkan kemudian

Demikian untuk dipedomani, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapsan ferma

kasih.

£T Bank Megara Indonesia {Persaro) 17k,
Tihasl Usaha K7i.

/

£ + §12 / _.-__:
r ;
S G AGET DIUMANTORY

ez~ Pis.Femimpin

e

o, (v, MAF, LIRE, 5P
Div JAL, Segenap Wilayah

(tamiran di usk on line)

PT. bk Negara Indopesis (Pervsrg; (b
Kantor Jatar

JL Jenderad Sudeman Kim, 1

Iakarta 10220, Indanesia
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PETUNJUK PELAKSANAAN
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

01. KETENTUAN UMUM
1. Latar Belakang

a. Inpres Presiden No. 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan
Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikra, Kecil dan
Menengah.

b. Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) antara
Jepartemer: ¥euasgar ~2pubiik Inconcsia, Departemien Perianian
Republik Indonesia, Departemen Kehutanan Republik (ndonesia,
Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Depaftemen
Perindustrian Republik Indonesia, Kementrian Negara Koperasi dan UKM
Republik Indonesia, dengan Perusahaan Umum (Perum) Sarana
Pengembangan Usaha, .PT. (Persera) Asuransi Kredit Indonesia dan PT.
Bank Rakyat Indonesia (Parsero) Thk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,
PT. Bank Negara Indonesia (Perserc) Tbk, PT. Bank Tabungan Negara
Indonesia (Persero), PT. Bank Bukopin Thk, PT. Bank Syariah Mandiri
tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil,
Menegah dan Koperasi Nomor 3 Mou-756/MK/2007,
241/KU.310/M/10/2007, SKB.3/MENHUT-V/2007, 03/MEN-KP/KB/X/
2007, 927/M.IND/10/2007, O3/NK/M.KUKM /X/2007, 23/Sarana/X/2607,
17/MOU/X/Askrindo/2007, B.543/DIR/PRG/X/ 2007 BRI, DIR/042/%/2007,
DIR.MOU/024/2007, 06/MoU/DIR-BTN/2007, MOU-214/DIR/DMKK/X/
2007, 9/014-MOU/DIR BU tanggal 09 Oktober 2007. - "

c. PKS antara Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha
dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. 26/Sarana/X/2007
dan DIR/045 tanggal 22 Oktober 2007 tentang Penjamian
Kredit/Pembiayaan atas Kredit Mikro Produktif bagi Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden No. 6 tahun
2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecilkdan Menengah, dan PKS antara BM(
dengan PT. (Persero) Asuransi Kradit Indonesia No. PPK/PKS/21/X/2007,
Nomor DIR/044 tanggal 22 Oktober 2007 tentang Penjaminan
Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi.

d. Radisi tanggal 10 Oktober 2007 telah menyetujui skim penjaminan kredit
dengan nama BNI Tunas Usaha (dhi. Kradit Usaha Rakyat/KUR)
Addendum | Nota Kesepahaman Bersama antara Pelaksana T=knis
Pragram, Perusahaan Penjamin dan Bank Pemberi Kredit tanggal 14 Mei
2008 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kacil,
Menegah dan Koperasi. -

f. Peraturan Menteri Keuangan MNomor : 135/PMK.05/2008 tanggal 24
September 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 10/PMK.05/2008 tanggal 02
Februart 2009 tentang Perubahan atas Paraturan Menteri Keuangan
Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha
Rakyat.

h. - Keputusan Oeputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
Kementran Koordinater Bidang Perekonomian selaku Kelua Tim
Pelaksanaan Komite Ketijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada
Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor KEP-
14/D.1.M.EKON/04/ 2009 tanggal 28 April 2009.

w®
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i. Addendum [l Nota Kesepahaman Bersama antara Pelaksana Taknis
Pragram, Perusahaan Penjamin dan Bank Pemberi Kredit tanggal 12
Januari 2010 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha
Mikro. Kecil, Menegah dan Koperasi.

j.  Addendum |ll Nota Kesepahaman Bersama antara Pelaksana Tu a3
Program, Perusahaan Penjaminan dan Bank Pemberi Kredit tanggai 17
September 2010.

k. Peraturan Menteri Keuangan Momor : 22/PMK.05/2010 tangga ?E
Januari 2010 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Homo
135/PNiK.05/2008 tentang Fasilitas Penjamir=an Kradit Usaha Sakyal

. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Kauangan
Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim
Pelaksanaan Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kzpada
Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi MNomor 50
01D.1.M.EKON/01/ 2010 tanggal 25 Januari 2010.

2. Definisi
a. Belum Bankable adalah UMKMK (Usaha Mikro, Kecil Menengah dan
Koperasi) yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan dari Sani
Pelaksana antara lain dalam hal penyediaan aguran dan pamenunan
persyaratan perkreditan sesuai dengan katentuan Bank Palaksanaz
b. Bank Pelaksana adalah Bank vyang ikut menanc}maw:r" “lenta
Kesepahaman Bersama Penjaminan Kradit/Pembiayaan kecada L;Mr{M*(
= yaitu PT Bank Rakyat indonesia (Persero) Thk, PT Bark Mandi
(Persero) Tbk, PT Bank Negara Indon<sia {“zrsergt Thie =T
Tabungan Negara (Persero), PT Bank Bukopin Thl, P7 Rané Zudian
Mandiri, dan 13 Bank Pembangunan Daerah (8P0) yaitu P77 Sank DI,
PT Bank Nagari, PT Bank Jabar Banten, PT Bar« Jateng, BPD DIY, PT
Bank Jatim, PT Bank NTB, PT Bark Kalcar, 8PD Kalsel, PT Rark
Kalteng, PT Bank Sulut, PT Bank Maluku, PT Bank Papua serta tank
lainnya yang secara sukarela mengikatkan diri dan tunduk kepada MNoia
Kesepahaman Bersama tentang Penjaminan o b/ JPmbuydar nenada
Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Korarasi.
c. Penjaminan adalah Kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan
kewajiban financial detitur KUR aleh Perusataan Panjaminan.
d. Cakupan penjaminan:
1) Maksimal 80% untuk:
a)} Sektor Pertanian;
iy Tamaman pangan dan gerkzburan dengan kode LHEL malal
011110 s/d 01113¢;
i} Hortikuftura sayuran Zan Songa-oo-aaas 4205 P
011211 s/d 011253;
iy Buah-buahan dan gersebunan ar. 0 mpan donse
mulai 011311 s/d 0113389, dan
iv) Peternakan dengan kode mulai 212110 s/d 215300,
b} Kelautan dan Perikanan:

Seluruh usaha milsro dar wosi oo o svow sasdagh e ey
c) Kehutanan: .
Seluruh vsaha mvkro d2n becn Louali Laxior eages '.., R

dt Industri Kecil:
Industri yang termasuk ke dalam usaha mikro dan kacil sesual
dengan kriteria Undang-Undang No.20 Tahun 2003 feniang Usaha
Mikro, Kecil dan Mencngah.
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2) Maksimal 70% untuk sektor lainnya

e. Debitur Baru adalah debitur-debitur yang tidak sedang menerima kredit
modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak
sedang menefima Kredit Program dari Pemerintah vana waiih dibuktikan
dengan sisterm Informasi Debitur Bank Indonesia pada saat permohagnan
kredit/pembiayaan diajukan.

f. Calon Debitur KUR adalah Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Kaperasi

(UMKMK), kelompok usaha, Tenaga Kerja Indonensia dan Lembaga

Linkage. o B =

Konerasi adalah Badan lisaha yanc beranggotakan orang sc Irany atau

badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannva berdasarkan

prinsip koperasi sekaliqus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar
atas asas xekeluargaan.

. Kelompok Usaha adalah kumpulan orang perarang atau badan usaha
(UMKMK) yang melakukan kagiatan produktif dan dibentuk atas dasar
kesamaan kepentingan atau kesamaan kondisi lingkungan untuk
meningkatkan usaha anggotanya. :

i. Kementerian yang menurut Nota Kesepahaman bersama tentang
Penjaminan Kredit kepada UMKM merupakan Pelaksanaan Teknis
Program, vyaitu Kementrian Keuangan, Kementerian Pertaniar
Kementrian Kehutanan, Kemetrian Kelautan dan Perikanan, Kementrian
Perindustrian, Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

j.  Kredit adalah Penyediaan Uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan ilu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminam
antara Bank Pelaksana dengan debitur KUR yang mewajiblkan. dabitu;
KUR untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
pemberian bunga

K. Kredit baru adaiah Fasilitas Kredit baru yang diberikan kepada calon
debitur dalam rangka pelaksanaan KUR.

I KUR Mikro adalah KUR dengan plafon sampai dengan Rp 20.000.000.-
{dua puluh juta rupiah) dengan suku bunga kredit maksimal sebesar 22%
{dua puluh dua persen) efektif pertahun .

m. KUR Ritel adalah KUR dengan plafon diatas Rp 20.000.0C0 - {dua puluh
juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
dengan suku bunga kradit maksimal sebesar 14% {empat belas parsen}
efektif pertahun.

n. Lembaga Linkage adalah Lembaga yang menerus-pinjamkan KUR dari

Bank Pelaksana kepada UMKMK, yaitu Koperasi Sekunder, Koperasi

Primer (Kaperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi), Badan

Kredit Desa (BKD), Baitul Mal Wa Tanwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat

(BPR}, Lambaga Keuangan Non Bank, Keloimpok lsaka, Lembaga

Keuangan Mikro.

Lembaga Keuangan Mikro adalah badan usaha keuangan yang

menyediakan layanan jasa keuangan mikeo, seperti Badan Kredit Desa

(BKD), Badan Usaha Milik Desa {Bumdes) dan Lembaga Dana Kredit

Pedesaan (L.LDKP) yang bukan bank dan bukan Koperasi,

p. Perusahaan Penjaminan adalah PT Asuransi Kradit Indcnasia
_ (Askrindo) dan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indc*asia
 {Jamkrindc) sérta perusahaan lainrya yang sesara sulcarela mengikat:an
" diri dan tunduk kepada Nota Kesepahaman 3ersama untuk melakukar;

dan meberikan sebagian penjaminan kredit secara otomatis bersyarat
kepada Bank Pelaksana

@

Q
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g. Pola Penyaluran Langsung adalah kradit yang langsung diberikan Bank
Pelaksana langsung kepada UMKMK dimana kewajiban pengembalian
kredit tersebut menjadi !anqguna iawabh LIMKMEK selaku panerima kradit.

r. Pola Penyaluran Tidak Lanmaoar adnlzh 0ol L ang dibadan Bank
Pelaksana kzpada UMKMK me! falul '_9'1"{‘:33}:1 Linkags dengan cola
channeling atau paia execuling

s. Pola Channeling adalah KUR yang diberikan oleh Bank P=zlajisana
kepada UMKMK malalul lembaga insage. Kawajiban pencembalian <UR
menjadi tangguna iawad dari UMKXMK saiaku nenarisa KUR.

t. Poia Executing wddian KA yan:; dioeninan wai 3ani Foiaksana Kopaua
Lembaga Linkage untuk ditarus pinjamankan kepada UMKMK. Kewajiban
pengembalian KUR meanjadi tanggung jawab dari lembaga linkage selaku
penerima KUR .

u. Usaha Mikeo adatal Usana profukh ondiil o g Serorangan
badan usaha perorangan yang mie:neouii kriteria Usaha Mikro vaiie ¢
=  Memiliki kekayaan bersih paling banyak Bp. 3C.000.00C,0G (ima

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanan dan bangunan tempat usaha;
atau
*  Memiliki hasil penjus
(tiga ratus juta rus !
v. Usaha Kecil adalan usaha skoromi orecinkld vang derdin sandi=l yioog
- dilakukan oleh grang percrangan diau padan uaaha yaﬁg oukan
merupakan anak_ perusah2an atau ‘wkar\ cahang perusahaan \,nnq
" dimiliki, dikuasai, ateu menadi vagian baik angsur ng mauptn
langsung dari Usaha Renengsh ainu -._a".z Basay yang mar
kriteria Usaha Keai! yaitt:
= Memiliki kekayzan bersin lgbin dan Rp. 30.0C3.0C0,2C {lima puidn juta
rupiah) samoai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima atus
juta rupiah) tidak termasuk taian dan bangunan tempat usana; atau
*  Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 320.006.000,20 (tiga
ratus juta rupiah) s2mpai dengan paling banvak Rp. 2.500.060 620 02
{dua milyar fima vatus juta rupizh).

w. Usaha Menengah adalah usaha akonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badar usaha yang bukan
merupakan anak s2rysahaan atau Sabang perusahaan yang dimilild

dikuasai, atau meniadi bagian halc Tangseng maupun fidak Bogs (g

dengan usaha kecil atau usai: “engan urlsh boeggasn barcih

atau hasi! penjualan tahuran \,a-u, mmenu‘w: Witera dsaha Merengah

farsaian

zr f2bunan paiing banyak¥ Rz, 306.000.000,00

um

yaitu :
=  Memiliki kekayaar bersih W= - 1L 5 Lo .00 4
juta rupiah) sampai engs o Taln 1

(sepuluh milyar rp:iar: fHdak fesr soui 204 At LAGGUNED Beir et
usaha; atau
<« Memiliki hasil penjualan tahi:nan lebih dari 8p. 2.500.000.000,89 {dua
milyar lima ratus juta rupiahl sampai dennas ~aling banyak Hn.
50.000.000.000 07 "ts"na ptan “l!i\r»" rupizhj

x. Usaha Produktif adaiab ysaly: vyt meooent
untuk memberikan nile. Tumno e cednnekakae ol e
pelaku usaha. . ‘

y. Usaha Layak adalah usana cann debitur yang
menguntungkan/memberikan laba szhingga mampu membayar bunga
dan mengembalikan sefuruh Miang/kawaiiban onkek “reditfpembizyzan
dalam jangka waklu yang cusepakan Bank Poiaksana dengan cebiti

. RO 3
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KUR dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan
usahanya.

3. Tujuan
a. Meningkatkan peranan Bank Pelaksana dalam Percepatan
Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKMK
b. Meningkatkan pelayanan pemberian kredit dengan prosedur yang lebih
sederhana tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian.

Sumber Fzndanaan
Pendanaan KUR berasal dari dana komersial BNI

5. Pola penyaluran v
a. Langsung ke UMKMK :

8NI — Perusahaan
i Panjamin
I i
UMKME
Keterangan :

i. Bank melakukan penilaian secara individu terhadap calon debitur.
Apabila dinilai layak dan. disetujui oleh Bank selanjutnya debitur
menandatangani Perjanjian Kredit (PK).

i. Bank mengajukan permchonan penjaminan kepada Perusahaan
Penjaminan. Maksimal penjaminan sebesar :

- B0% (delapan puluh persen) untuk sektor pertanian, kelautan dan
perikanan, kenutanan, industri kecil .

- 70% (tujuh puluh persen} untuk sektor lainnya

Dari plafond kredit yang diberikan dan selanjutnya perusahaan

penjaminan menerbitkan sertifikat penjaminan.

b. Tidak langsu.m'; 3
b.1. Pola Executing

81 & il Pecusahzan |
A o
Panjamin
UK
- v
Lambaga Linkage =t UMKMK
——— e

Keterangan :
i Lembaga linkage mengajukan permohonan kredit kepada Bark.
i Bank melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur dan
melakukan analisa kelayakan. Apabila dinyatakar layak, maka
: 5
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iii

v

bank memberikan persetujuan kredit dengan menandatangari
Perjanjian Kredit dengan Lembaga Linkage.

Bank mengajukan o r"nﬁhnn 20 i‘-“'l] aminan kepada *-wwaJ-ﬁ 2n
penjami m: TeohEEe aenimTnen menachthan Sl
Penjaminan keg:un %"lhu.g'\ i e

Lembaga Linkage menvaiu. an keadit yang diterima  Danik
kepada debitur UM!(\A

Debitur UMKM
kepada Lembaaz L« fuaa.

b.3. Pola Channelling

v ' Thagremare [

BN =a

Lembaga Linkage | C1OUMKME

Katerangan

iii.

.

Dalam rangka mzandapatkan  kradi dar: bank, UMKMK

memberikan uz:: -f-ar:.ad“ pangunis Lamizga Linkalls yang

berfungsi sebags’ 2

= Mengajukan kres ;ﬂ‘«‘:f-'u,_ ."'-i;";f(

= Menjaminkan :;unan pokoi Kepada dapk .

Lembaga Linkage mewakili UMKEIK mengajukan permohonar

kredit kepada Bank

Bank melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur (SiD)

terhadap Lembagz Linkage chr. maiaicdar analisa kelavakan |

Berdasarkan analisa tersebiit © amagnikan Xuass lepsda

Lembaga Linkage untuk mela«‘-m:n anaiisa dan merniius kradic

yang diajukan olen UNMKMK. Dalam hal UMKM dinyatakan layak,

maka bank membarikan perseniuan kradi dengan makanisme

sebagai berikut :

(i) Berdasarkan kuasa wari Eank, maka fembog, dnkage
menandatar:;aai Perjanjian K 24dit dengan UblWVE atag

(i) Berdasarkan xuasa dari UMK maka !..embaga Linkage
menandatangani Perja; a M a0l Aoy 3 A Baaa

Bank mengaiukan gernohonan P ST A0 KA ECB rusahaAan

penjaminan. Paricainaan | seniaminnn menarhiidan Serthibat

Penjaminan untuk masing-imasirs ik

Lembaga Linkage menerus pinjamxan kiadit yang ditesima dar

Bank kepada debitur UMKMK . Debitur UMKMK meiakukuan

pembayaran kewa;iban kepada 2ant ok Lambaga Lingags,

5. Resiko Kradit

KUR yang disalurkan olen "-‘,dnu dijamin secar ofanatis gsrivanal oiet.

Perusahaan Penjaminan dengan nilai penjaminan s2besar :

a. 80% (delapan puluh persen) untuk sektor pertapian, kelautan dan
perikanan, kehutanan dan industri kecil.

b. 70% (tujuh puluh persen) untuk sekior lainny:

dari p!afond kredit dan sisanya men;adl risiko BM
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7. Persyaratan Calon Debitur v~
a. Persya.ataa Umum

1) Kriteria debitur yang dapat dibiayai KUR adalah UMKMK yang ticak
sedang menerima kredit KMK dan/atau Kl dari perbankan dan/atau
tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah, yang wajib
dibuktikan dengan S!D Bank Indonesia (Bl) pada saat permohonan
kredit diaiukan .

2) Uapal sedang imenerima kredit xonsumtif (Kredit Pemilikai Aunal,

radit Kendaraan Bermotor, Kartu Kradit dan kredit konsumtif lainnya)
dengan total fasilitas (KUR dan Kredit Konsumtify maksimal

Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah).

3) Jika debitur sedang menerima kredit konsumtif, maka performance
kredit konsumtif pada saat diberikan berada dalam golongan iancar
Q)

4) Dalam hal UMKMK masih memilixi baki debet yang tercatat pada SIO
Bl, tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka
diperlukan Surat Keterangan Lunas [ Roya dengan matamgpirkan
cetakan rekening dari Bank sebelumnya.

5) UMKMK yang mengajukan KUR Mikro samgai dengan Re. 5 jta, haik
yang disalurkan secara langsung atau tidak langsurg, tidai: = ctajibkan

~untuk dilakukan pengecekan SIO 8l _

- 8) Sektor yang dapat dibiayai seluruh sektor ekonomi.

7) KUR tidak diperbolehkan untuk :

- Debitur yang telah bankable

. Take Over tasilitas kredit dari debitur yang telah memparsian
kredit non KUR dari bank.

. Perpanjanganftambahan fasilitas kredit darl debitur vang fuian
memperoleh kradit non KUR dari bank.

« Debitur yang sedang memperoleh kredit dengan subsidi hunga
atau atau fasilitas kredit program atau fasilitas fain - dari
pemerintah.

b. Persyaratan Khusus

1) Debitur Perorangan
« Persyaratan legalitas (perijinan usaha)] minimal Mz caonian

surat keterangan berusaha dari Kelurahan/kecamatu

« Identitas diri minimal berupa Fotocopy KTP dan Kartu reiiarg:
atau identitas lainnya bila ada
NPWP pemohon kredit urtik fredit di atas Fo
(limapuluh juta rupiah).

- Pengalaman dibidang usaha mininal 1 {(saxu) tanua.

- Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesis =oris Filak
tercatat sebagai debitur macet/bermasaian.

+  Menyampaikan fotc copy rekening bank selama 5 b - taranhir
(bila ada).
«  Menyampaikan fotocopy bukti b ~iamitcan mrmah S ddnmon

irsaha/kontrakan {hbila ada).
2) Debitur Kelompuok
a) Syarat debitur Kelompok
« Lokasi dan Jenis Usaha sama/mengelcmpok
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- Kegiatan usaha keloempok dapat dilakukan secara mandiri atau
bekerjasama dengan mitra usaha yang dibuat secara tertulis
dalam bentuk pPﬂ ,;,.;«—.

+  Kelompolk tan: ! :

= Mempunyai a: ugguz.s 'nmq i w’n iz 1he 0

- Mempunyai nrganisasi dam AN Denguris akt:f mmm 1i xewia,
sekrataris, dan bandana.

+  Mempunyai atirsa i# :r,-:.«:,t::;a Aoy HETNGREE D TELLT
anggnta.

«  Mempunyai pamaukuan -y s2dirnana.

- Membuat surat pernyataan tanggung renteng {L.xngiran 1!

b) Tugas dantanggung iawan Matya " nmisok
«  Menyaleksi anggoia kalia ok
«  Menyusun Kebudiian kraci angunta kelompos
- Menerima surat kuasa dari anggota kelompok Lk

mengajukan permohonan iradit, menanda tangani PK, dan
menerima kredit atas narma Helompok. {Lameiran 2
- Mengajukan parmohonan Ll
(Lampiran 3}
-  Menerima dan ma yaluaes Dl Aopaida 2
- Melakukan adminisirasi ;=i
« Melakukan zenagihan ks
kewajiban masing: masing a0

e

8. Pengaturan Penyaluran KUR memaiui » Uipieans
a. KUR yang disalurkan kapada Lemoao. 'n.cage dengan FPola Exgculing .

i Lembaga Linkage diperbolehkan s243ng mampercleh kradt fad
perbankan dengan perfcrmance pada saat KUR akan dibankan
berada pada golongan lancar (1)

ii Lembaga Linkage tidak sc¢uang mari srian K=dit Progiam Gan

- Pemerintah.: '

iii Suku bunga KUR dari Bank kepada Lembaga Lnkage maksimal
sebesar 14% (empat belas parsesn) efgidif pertahun.

iv Suku bunga dan plafond kredit dar Lambaga fi-"-i-:.:«:gs« Lapzds
UMKMK ditetapkan maksima: o0 w20 22% (duscrien dos o
efektif per tahun dan maksimal Rp. PZ5.000.000 5, ~ o we
per debitur.

v lLembaga Linkage bertarggurg iawa= -’17 s2ngamta’s
giterima dari Bank.

5. KUR yang disalurkan kepada Lemb>aga Linra3= 3ongas o

i Lembaga Linkage dip=holehkan s :
perbankan maupun Kredit Program ~o

i Jumiah KUR yang disalurkan olei: Sank ada‘.an sesuai dangan daftar
nominatif calon debitur (end user: vang digjukan ce 'ﬂ'*
Linkage.

it Plafond, suku bunga Hdar jgrona et MUS
Linkage kepada debit.r {enc tser) rmengi- il or
dan KUR Mikro.

wv Debitur (end user) bertanggung jawab atas pengembalian KUR.

v Jumlah Kredit yang dijamin oleh Pzrusahaan Peniaminar adaian

Juklak KUR Mol 1l
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vi Penyaluran KUR menggunakan pola channeling dapat berlaku untuk

kredit mikra dan retail.

8. Persyaratan Lembaga Linkage
1) Persyaratan Umum

a.

Lembaga Linkage berbadan hukum dan telah beroperasi komersial
selama sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali induk usaha atau
group usaha telah menjadi debitur BNI khususnya segmean karporasi
dan menengah.

Lembaya iinkage yang dagat dibiayai (Cilakukas srasams) 22zian
lembaga linkage yang menggunakan prinsip konvensional (bukan
syariah)

Telah menjadi nasabah BNI atau Bank lain minimal selama 6 bulan
Kredibilitas manajemen baik ( pengalaman, integritas, pendidikan,
struktur organisasi dan fain-lain)

Menyampaikan laporan keuangan selama 3 tahun terakhir.
Pengurus, pemliik dan Lembaga Linkage tidak tergolong dalam
daftar Black List serta tidak tercatat dalam daftar kredit bermasalah
di Bank Indonesia

Menyerahkan copy NPWP an. Lembaga Keuangan dan pengurus.
Foto copy KTP (identitas diri) pengurus

Menyerahkan copy kepemifikan agunan tambahan.

2) Persyaratan Khusus

1 i

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

a. BPR yang dapat diberikan fasilitas kredit adalah BPR
Konvensional (bukan BPR Syariah)

b. Legalitas Usaha:
Anggaran Dasar dan seluruh perubahannya, Pengesahan
Menteri Kehakiman dan HAM, Surat fjin Prinsip dari Depkeu/BI,
TDP, Surat ljin Usaha dari Depkeu/BI.

c. Leverage:

Adalah batas maksimum kradit yang dapat diterima oleh BPR

dari seluruh pinjaman Bank Umum_ atau Lembaga Keuangan

lainnya (tidak termasuk dana pihak ketiga)

Penentuan besarnya maksimum kredit dilihat berdasarkan hasil

yudisium, dengan ketentuan sebagai berikut :

Kualitas NPL netf sesuai ketentuan Bl maksimal sebesar 5 %

CAR setelah memperaleh pinjaman dari BNI > 8 %

Maodal disetor sesuai ketentuan Bl

bl T X

Lembaga L"nkagP Non BPR
a. Legalitas (saha

Anggaran Dasar berikut seluruh perubahannya, Pengesahan dari

Departemen Koperasi, SIUP, TOP.

b. Minimal kolektibiliti pada saat dilakukan OTS (sebelum kredit

disetuiui) adalah sebesar > 97,5 % (NPL natt 2.5 %)

(6. k.owajioan Departemen Teknis
a. mempersiapkan UMKMK yang melakukan usaha produxtif yang bersufat
individu, kelompok, kemitraan dan /atau cluster untuk dapat dibiayai
dengan KUR.

Juklak KUR Mols 1
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b. menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha vang akan menerima
penjaminan KUR.

c. melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kradit
/pembiayaan atau kstika uzuian krads negoniavaan UMKIMIC daoiak olsh
bank.

d. memfasilitasi hubungan artara UMKME dengan pihak lainnya saped
perusahaan intijofftaker yang mambarikan kontribusi dan dukungan uniuk
kelancaran usaha.

JAKAN KRET
Maksumum Kredit

a. KUR Mikro © Maksimum s.d Ap. 20.000.000.- {dua puluh juta
rupiah}
b. KUR Ritet o pakstmum diates Fo 22.000.0080- {dua palut: ¢

rupian;  so gdangan Rp. SURQ0C.O00 - hma
vatus juia rugiahy

c. KUR kepada Lembaga Linkage dengan pcla Exscuting maksimal setasar
Rgp. 2.000.G20.000,- (dua milyar ruciah)

Penyaluran KUR Mikra dapar «ialuikon olen semua uar« Pealaksana

e. Besarnya kredit vang ‘libarikan kepoda calon dat suaikan de ngar
kebutuhan pembiayasn dan kemarnpan ,t..‘.-';‘\f::" dalam menaem ikl

kewajiban ke Bank.

&

Tujuan penggunaan Kredit . ,
Untuk usaha prodoiiif vang fdak aenentangan dengan Uindang -Undans a5
berlaku.

Jenis Kredit
a. Kredit Moda! Kerja {(KMK)
«  KMK Aflopend
~  KMK Transaksional
b. Kredit Investasi (K}

Sifat/bentuk kredit

a. KMK Aflopend dan Invastasi adaian Qﬂopead M

b. KMK Transaksiona! adaiah fean—up yr ity lenas sexoligus pada sast (3iun
tempo, (untuk kredit yang swmier nengamoaliannv: herdasarkan hasil
panen/penjualan komoditi » & ,J- i.df.*,"ﬂl}

Suku Bunga

a. KUR Mikro smaksimn® 0 M a1 dun pee gargtis: aloeil
par tanis

b. KUR Ritel : maksimal & % Ceapet telas 0o jambig, 2nenifany
tahun

c. Sistem Perhitungan bunga acialy’ -
= Efektif annuitas untuk K&4
- Efektif Muini untuk KMk 3

d. KUR Ritel yaing meria.fi L6 7
KUR dengan plafon Ziatas =i 3.000.000 - (Gma e rupian; samua
dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupian} yang semula sesuai
perjanjian kredit adalah KUR Rite! tetap dikenakan suku bunga kredit
sesuai perjanjian yaitu malksina! sabesar 14% {empat helas persen)
efektif per tahun sampai dengan Darashirnya perjanj.an.

1"
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6. Fee kepada Lembaga Linkage dengan pola penyaluran Channeling mengacu
pada petunjuk teknis noia keriazama,

7. Jangka Waktu

v < & KMK - maksimai 3 (iiga) 1anun
b. Kl : maksimal 5 {lima} tanun
: i sotpmaman Revas dacal dinaniean

c. Kredit Invastasi unb i us con Tt
fangsung maksimal 13 taies {i
¢4 Dafam hal digperichm pedigneaidese

jangka wak:u sebagaimana disabutkan diatas dapat diperpanjang meanjadi

6 (enam) tahun untuk modai kerja dan 10 (sapuluh) tahun untuk iry2stas
terhitung sajak tanggal FiK awal

- - . e1es AN 1w
ER Py e vy Lesiniigudeas) MR

8. Grace Pericd

a. Grace period dapat dibaritan iUk usana yang diniayai sampai dengan
usaha tersebut berpraduksi {(menghasilkan).

b. Lamanya Grace Pericd sampai dengan usapa lersebut berprodulas
maksimal 12 (duabelas) iz,

¢. Grace Period Tanaman aias |
e Tanaman Sawit dan ¥akae malkgines 3oapei dangan § {lirmal t
« Tanaman Karet maksima! maksimat sampai dengan 7 {(hujein; ainun

9. Interest During Construction {00}

a. IDC adalah penundaan pembayaran (ura2 s3ial MAaga gracs ¢
« Sektor kehutanan salama s DemoknguUnan (Grang paried;
« Sektor lainnya sasuai dengan sikius atau musim panen.

b. IDC hanya diberikan untuk sekior penanta  s2ktor kelautan dan
perikanan, serta sektor kehutanan. ‘

¢. Perhitungan IDC tidak bunga harbunga fsingle interast)

d. IDC merupakan bagian dad maksimuim «re it

10. Self Financing ' -
Self Financing atau dana s2ndfiri il Kradit investasi diatas Rp. 50.0C0C.000
{timapuluh Juta rupiah) minima; sehasar 10 %. :

11. Propisi dan Commitment F22
Biaya propisi dan Commitmeni Fae Ldak dixonakan,

12. Biaya Administrasi
Biaya Administrasi tidac a0 e

13. Denda tunggakan
Terhadap tunggakan dikenakan denda sehesar 5% p.a. f{limz persan
pertahun) atas saldo yang tertunioah.

14, Asuransi Kerugian
Agunan pokok dan atau ¥ v YT iy B LT R s o6 DI
Perusahaan Asuransi yang = uruk BN, dumtan wanions siause B, premi
atas beban penerima kredit/deDitur
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15. Penjaminan Kredit
a. Atas kredit yang diberikan dijamin cleh Perusahaan Penjaminan (PT.
v Asuransi Kredit Indonesia (Akrindo) atau Perusahaan Umum (Perum}
Jaminan Kredi Indanecia {.Jamkrinda).

b. Premi Penjaminan (imbal Jasa Penjaminan) menjadi baban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dihitung dari Nilai Penjaminan
yang diperjanjikan dan ditagihkan oleh Perusahaan Penjaminan. Tarif
Imba! Jasa Penjaminan ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

6. Agunan
a. Agunan Pokok
i 1) Kelayakan usaha dan obyek yang ditiayai oleh debitur.
2) Pengikatan : sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Agunan Tambahan
1) Besarnya nilai agunan tambahan minimal sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari maksimum kredit.
2) Pengikatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
¢. Ketentuan agunan tambahan KUR Mikro :
1) Kredit dengan maksimum sampai dengan Rp, 5.000.000.- (ima juta
rupiah) tidak dipersyaratkan agunan tambahan.
2) Kredit dengan maksimum diatas Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
sampai dengan Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) besarnya nilai
agunan minimal 20 % (duapuluh persen) dari maksimum kredit

03. PROSEDUR KREDIT
1. Analisa Kredit dan penentuan kebutuhan kredit
a. Pola Penyaluran Langsung :
v « Menggunakan Perangkat Analisa BNI Wirausaha yang disesuaikan
dengan ketentuan KUR .
« Kebutuhan kredit dihitung berdasarkan besarnya angsuran (pokok
dan bunga) setiap bulan maksimal 50 % dari Laba bersih (EAT)
b. Pola Penyaluran tidak Langsung melalui Lembaga Lingkage
« Menggunakan Perangkat Analisa KKLK
+ Kebutuhan kredit dihitung berdasarkan potensi debitur yang akan
dibiayai.

2. Persetujuan Kredit
a. Kewenangan memutus kradit
« Penyaluran langsung ke UMKM dan Keperasi (Lembaga Linkage)
herdasarkan maksimum kredit yang diberikan, kewenangan berada
pada pejabat pemutus kredit sesuai dengan kewenangannya.
= Penyaluran dengan nenggunakan pcla channefling kewenangannya
berdasarkan lotal eksposure yang akan dikelola oleh Lembaga
Linkage.
b. Perjanjian Kredit (PK)
Menggunakan Format PK KUR
c. Disposisi Kredit
Disposisi kredit dapat difaksanakan setelan Perjanjian Kredit dianda
tangani dan seluruh persyaratan kredit tefah dipenuhi.

3. Maintenance pembukaan rekening mengacu pada juklak pembukaan
rekening KUR (d/h BTU).
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Pembukaan rekening dilakukan melalui prompt screen 62000 : pembukaar
rekening dan kemudian masuk ke return screen 12000 : Create Rekening
Pinjaman.

pada screen 12000, field-field yang harus diperhatikan dalam cara
engisian/pemitihan nilai adalah :

Mama Fleld Keterangan
Jenis Rek/ Sub 3960 : 8NI Produktif | 0201 : Aquitas 087 : KA KK Aflopend
Katagory/ Peruntukan | 2000 : KI | 0701 : Efektit IDR_| 088 : KUR KI
i Cwiaman 206 : Tenon Loan y ornd Etgkn DR | 086 R Rl
| | Transakksional

4. Pamantauan
Pemantauan kradit dilaksanakan sesuai katentuan yang heriaku.

5. Penyelamatan

KUR bermasalah dimungkinkan untuk direstukturisasi, dengan ketentuan .

a. Tidak diperbalehkan penambahan limit pinjaman

b. Terhadap restrukturisasi yang sudah dilakukan tidak menggugurkan hax
klaim

c. Jangka waktu retrukturisasi mengacu pada ketentuan butir 02, point 7
tentang jangka waktu

d. Proses penyelamatan KUR tidak menggunakan elLO, k2wenangan
mengacu pada CPC No.1/2009 tanggal 05 Maret 2009.

e. Lain-lain cf ketentuan restrukturisasi yang berlaku.

6. Tambahan Kredit

a. Debitur masih dikatagorikan belum bankable.

b. Debitur KUR Mikro dimungkinkan untuk mendapatkan tambahan kradit
sepanjang total maksimum kredit setelah adanya tambahan tersebut tidak
metebihi Rp. 20.000.000,-

c. Debitur KUR Mikro dimungkinkan mendapatia:: tambahan ket

- sehingga menjadi Debitur KUR Ritel (total maksimum kredit meledii
Rp.20.000.000,-) sepanjang memenuhi persyaratan KUR Ritel.

d. Debitur KUR Ritel dimungkinkan untuk mendapatkan tambahan kredit
sepanjang total maksimum kredit setelah adanya tambahan tersebut tida*
melebihi Rp. 500.000.000,-

o. Debilur KUR Ritel kepada Lembaga Linkage dengan pola axeculing

dimungkinkan untuk mendapatkan tambahan kredit sepanjang intal’

maksimum kredit setelah adanya tambahan tersebu! tidak meiahic.

.. Rp. 2.000.000.0C0,-

f. Pemberian tambahan kredit dapat dilakukan dengan pemouka s saban
baru atau rekening yang Serjalan ditutup.

g. Apabila rekening berjalan ditutup, debitur tidak dikenakan biay=
pelunasan sebelum jatuh tempo.

7. Lain-lain
Untuk pernbiayaan disektor pertanian, sektor kelautan dan parikanan s2.7
sektor kehutanan yang bersifat massal menggunakan palF kaiasar?
(mengacu pada juknis pola kerjasama) R
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04. MEKANISME PENJAMINAN

\/ 1. Tatacara pengajuan penjaminan kradit
a. BN (unit Operasicnaly mannioy

dengan menggunakan i separt yang dingrsyinisiian  pen: arn
penjaminan yang dibadakan atas “UR baru, Rt

perpanjangan/tambahan, restrukturisasi.

h. Pengajuan penjaminan il Jubiliis © shumuiasdian daism siiu
bulan dan dikirim sefamsat-lambanya i al 13 L Danitnya,

c. Alas Jasar perffiMaa: pPeijunuian & sty wlan pEopaneile
menerbitkan dan menyampaikan Sertifikat Penjaminan Kradit.

d. Berkas administrasi KUR yang terdiri dari identitas dan leqaiitas dabitur,
perangkat analisa kradit, hasil SID B, pe clit harus disampaiean
secara lengkap hepadi pe.t

2. Apabila proses psmberian krsil A
pemroses agar menginfarmasikan terlecih danuiu kepada perws
penjaminan atas rancana pemberian kredit tersebut.

rianjan ke

e ngajuarn

i
zlompoi (magal) ina

fal,

2. Risiko Kerugian Yang Dijamin:
a. Perjanjian kredit jatu
pengembalian pinjanan, i
b. KUR yang bersangkutan dalai foisaiGiiias Kradit « {diraguiRaing sesudl
 ketentuan Bank Indonasia, mana vang lebih dahuiu tagiad
c. Apabila debitur talzh rmasuk goRGED 4 {Aaguiians, RONMUESIT WEIenT
adanya peroaigan kolekiibilites maka
ditetapkan sejak kalek 5 ik
masih dalam jangka waxtu penjarmnan kraai,
d. Keadaan insofvent:
» Debitur dinyatakan pailit oleh Pergadilan yang berwenang,
« Debitur dikenakan likuidasi bardasarkan ksoutusan Pengadilan yany
berwenang dan untu'c it tetan dituniuk Sxuicais
» Debitur diletakkan di bawah pengampu. .

wrno dan debier YUT fuas siunash ket

03

3. Timbulnya Hak Klaim .

a. Hak klaim dari bank kepada parusahasn
apabila terjadi risiko kerugian yard =
debitur atau usahanya tefah <iga T b an kapias

telah lengkap dan benar.

o. Hal klaim akan memadi dajuwarsi
melewati 180 {seratus deiznan pulth
KUR jatuh tempo, Apaiila el ian mas
dan sudah diajukan Xiair, @RI DRI DEETRAAn L
melakukan pembayaran tedadi peroaii@n iosnliviitus, flaka wank Tan
membataikan permohonan klzim s2cara tertulis kepada perusahaan
penjaminan tanpa membatalkan Rak kiaim dari pernsahaan panisminan,

4, Tata Cara Pengajuan Klaui, o
a. Sebelum mepgajuki s W e WS 1:-,-;;;-3.:1:"-.;-‘\-._-‘.} TR A 0
penyelamatan atau penagiiali. R ;
5. Bank berhak mengajukan surat klaim dalam wakiu paing lambat 180
(seratus defapan puluh) hari kalender sejak jangka waktu KUR jatuh
tempo yang dapat diajukan i indivicual maupun kolekiif. dengan
dilampiri :
i1
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s Copy sertifikat penjaminan.

« Berita Acara Klaim yang memuat perhitungan jumlah tunggakan
kewajiban KUR debitur yang ditandatangani olnn pank dan debibr.

« Fotc copy R/C pinjaman debitr seimmt 2 Sulan laakiin sabaun
timbulnya hak klaim.

+ Foto copy Surat peringatan atau surat penagihan 1,23 dari pihax
bank kepada debitur.

~ Seluruh foto copy berkas kzlengkapan adminisirasi dzisiiur.

Parusahaa:, w2jib maonginformasiiza kepade ook zoasia v*ﬂ‘-f"-'

lampiran surat klaim tersebut belum lengkap paling lambat 10 {sepui

hari kerja sejak tanggal surat pengajuan klaim diterima.

Bark harus segera memenuhi kekurangan yang diminta olsh perusahaan

penjaminan paling lambat 3 (tiga) bulan 3 aiak | tangeal murw

pemberitahuan dari parusahaan penjaminan

S. Besarnya Klaim

a.

Sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kenutanan dan mdustrl k20l
80% (delapan puluh persen) x (sisa pokok « bunga denda; dang

setinggi-tingginya sebesar 30% {(delapan puluh pais2 ant i« plafon \L ‘3.
Sektor lainnya: 70% (tujuh puluh persen} ¢ {553 pokok + Duras
denda) dengan sefinggi-tingginya sabesar "% fujub pulab: e rl "
plafon KUR.

l'.-}
o

8. Hapus Buku

a.

~

KUR yang telah mendapatkan pPr“G".l.,r.: iclairn
penjamin dapat dilakukan hapus buic sepanjang PRAP
100 % (seratus persen)

Kewenangan memutus kredit berada pads prrmmair it {Pemimen
SKC/STA).

Pembukuan Hasil Kiaim dan Hapus Buku .
a.

Mempedomani Petunjuk Pembukuan Penziinau: Hasd Klaim Al
secara manual dari PKU yang tafah dlsampdikdn melalui surat USK Mo.
USK/2/2578 tanggal 09.09.20C9 dan USK/2/200T toh N5 19,2000 .

Debitur golongan 4 yang akan dihapus bk oo
menjadi golongan 5 baru keesokan hanmr oo

ke golongan & (hapus buku}.

2. Resiko Kerugian UMKMK yang tidak dfaimin .

a.

d.

e.

" manusia/hewan berkuku/uncgasj o

Sancana alam nasional (at2u  w=%aT  S@ayREd MmEne.a 15

Aeaksi nuklir, sentuhan radio 2kuf, radias =0k

mengakibatkan ksgagalan usaha Dnoﬂu, Lirrlu meiunasi KU Rt
memandang bagaimana dan d:mana *and:. ,1 ‘
Peperangan baik dinyataian m i tava

indonesia dinyatakan dalam keau:
perang.

Huru-hara yang berkailan danrgan ¢ ana:s aths i alan Py
secara langsung mengakibatkan kegagaian dnf* i UK mﬂnuna.u KUR
Tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerntah Republik Indonesia
terhadap debitur dan/atau bank yang mengakibatkan debitur wanprasta i,

Kecuali ditetapkan lain oleh Komite ieodakan i<k,

Srer
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9. Batalnya Hak Bank atas Klaim.

a. KUR yang direalisasikan tidak sesuai dengan ketentuan KUR yang
berlaku.

b. Bank tidak melapor¥an remibahan perpanjangan, tambahan plafond,
rastrukturisasi KUR kepada perusahaan penjaminan.

¢. Pengajuan klaim sudah daluawarsa.

10. Subrogasi

a. Kiaim yang telah dibayar oieh Perusahaan Penjaminan kepada Bank

" Pelaksana tidak memsisasian dositur dand xewajibannya untuk maiinas
kredit.

b. Dalam hal Perusahaan Penjaminan telah membayar klaim kepada bank

maka hak tagih dan hasil penjualan agunan beralin menjadi hak subrogasi
yang dibagi secara proporsional antara Perusahaan Penjaminan dan
Bank Pelaksana .

11. Lain-lain mengacu pada Pembaharuan PKS yarg telah ditanda tangani oleh
BNI dengan PT. Asurans! Kredit indonesia (Askrindo) dan Perum Jaminan
Kredit Indonesia (Jamkrindo).

05. MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

3

Komite Kebijakan melakukan monitoring dan evaluasi satiap 3 (tiga) bulan.

- Hasil kegiatan tersabut disampaikan dalam bentuk lagaran.

Pengawasan

a.

Komite Kebijakan melakukan pengawasan atas pelaksanaan KUR
sebagai tindakan yang bersifat preventif dan melakukan verifikasi secara
selektif melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP).

Dalam melakukan pengawasan tersebut, BPKP akan Deksrjasama
dengan audit internal bank .

Pelaksanaan pengawasan internal cleh BPKP akan diatur tarsendin
dalam SOP Tatacara Audit Internal atas Pelaksanaan KUR.

16
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06. PELAPORAN
1. Sistim Informasi Debitur (SID)
a. Setiap melo¥on maintenance rek2ning niijaman !"'» ddalam nalage
SID agar menambahkan katerangan '1!04‘-‘;:..’1 ini pada farn 3 C J.m as:.
Form Field ASKRINDO ! TJAM! ‘(‘!Iﬂ DO {
Form 3 C | Keterangan SPP mNEMDO | SPP AMRFTO :
(kredit). ! ;
Form 4 B | NamaPenjamin | 574 ASKANDO | $PP JAMIRINDO 1
{Panjamin} [ A
Jenis Penjamin Bukan Sani :
Golongan Penjamin 82-3-5_1-:- SAN ASDRAMI Laj _:
BUMMIPEM. CaMPUTAM 3
Bagian yang 70 % i
dijamin I e I
doriiias Pararin | 508 Tomn 508
NPWP Panjamin 01.002.048 1.051.000
Alamal Penjamin
*) untuk sektor pericznan, kehutanan, afautan dan perikanan seda
industri kecil
b. Melakukan rekonsiliasi “ain KUR b.et::-u. bulan dangan L
office (untuk SKC) set:ium data SID dikiim ke il t.'-!‘«mgga ddid KUR
yang ada di unit cperasionai (SKC dan 5T, A; sasaa dengan data 310.

2. Divisi USK melaporkan <=lazsanaan !»\UFJ :set%an hulan kepada Komite
Kebijakan cq. Deputi Sicisng xwumor" s i Makre dan Kevangan
Kementrian Koordinasi Bidang Parenon i Ke Fim Feklsana
Komite Kebijakan dengan formz -’-mu.a” a*—‘OE'} At bermui
a. Realisasi Total peny=hiaa KUR dar Saki dabenr, termasuk jumiah

debiturnya.
b. Realisasi penyaluran «UJR manend saoos
debiturnya, sektor ;=“":"‘ s "au 3] hgas
kehutanan, dan kelavizn/ceixanan, Faaaaba 20k
pangan, hortikultura, perkebunan dan petarmakan.
¢. Realisasi penyaluran K!JR menurt orovins, tarmasuk lumlah
d. Jumlah NPL (termasyi by it Cakemond, das i
e. Realisasi total penyai. 24
menurut pola executing Tv oo
Linkage dan jumiah g=2bitucsa.
3. Pelaporan disampaikan paling larnbat tanggai {7 buian berikutnya .
-—I:U')n iga
VT
Juklak KUR MU 1l
Navember 201¢




